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ABSTRAK 
Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Omset Tertentu Pasca 
Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013  
(Studi Kasus di KPP Makassar Utara) 
Analysis of the Level of Compliance to the Tax with Turnover of Certain After the 
Policy Government Regulation No. 46 Years 2013 
(Case Study in the Office of the Tax Makassar North) 
 
Andi Ramdhaniah 
Syahrir 
Andi Kusumawati 
 
Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan 
omset tertentu setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 
dengan tarif 1 persen dari omset (dibawah 4,8 miliar) di KPP Makassar Utara 
serta upaya–upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan kepatuhan 
Wajib Pajak dalam melaporkan kewajibannya. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan komparatif kualitatif dengan teknik  pengumpulan data dengan cara 
wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak setelah adanya Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2013 bagi wajib Pajak dengan omset tertentu di KPP Makassar 
Utara menunjukkan adanya peningkatan dilihat dari kepatuhan formal. Upaya-
upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
dengan melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada wajib pajak serta 
memberikan surat imbauan kepada wajib pajak yang belum menyampaikan Surat 
Pemberitahuan (SPT).  
Kata Kunci: Tingkat Kepatuhan, Wajib Pajak dengan Omset Tertentu, Peraturan 
Pemerintah No.46 Tahun 2013. 
This study aims to analyse the level of compliance to the tax with a turnover of 
certain after the government regulation number 46 Years 2013 at a rate of 1 
percent of turnover (under 4,8 billion) in the office of the tax Makassar the North 
as well as efforts by a tax collector in improving our taxpayers in reporting its 
obligations. The study with the comparative qualitative  techniques of collecting 
data in a way to interviewing, documentation, and studies library. This research 
result indicates that the level of adherence to the taxpayer after the Government 
Regulation no. 46 Years 2013 for taxpayers with a turnover of some in the office 
of the tax Makassar in the North showed an increase in visits from our formal. 
The efforts made by a tax collector in improving our taxpayers to do with 
socialization continuously to taxpayers as wll as giving you the letter calls to 
taxpayers that haven’t submitted a notification letter. 
Keywords: Level of Compliance, Taxpayers with Turnover of Certain, 
Government Regulation No. 46 years 2013. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus 
menerus dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat baik secara spiritual maupun material. Pembangunan yang 
dilaksanakan di Indonesia dilakukan di berbagai sektor seperti sektor ekonomi, 
sosial budaya, hukum, dan lain-lain. Dalam melakukan berbagai pembangunan 
di berbagai sektor dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Selain itu, besarnya 
pengeluaran negara untuk biaya-biaya di luar sektor pembangunan juga 
merupakan beban bagi negara. 
Salah satu cara untuk menggali sumber dana penerimaan dari dalam 
negeri adalah melalui penerimaan negara dari dalam negeri. Penerimaan negara 
dalam negeri terbagi atas dua jenis yaitu penerimaan yang berasal dari migas 
dan penerimaan yang berasal dari non migas. Contoh penerimaan yang berasal 
dari non migas adalah sektor pajak. Pendapatan negara dari sektor pajak dapat 
mencapai sekitar 80% sehingga pajak dapat menopang dan menunjang 
pembangunan nasional dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah 
(pajak.co.id). 
Sumber penerimaan negara dari pajak merupakan sumber dana yang 
paling memungkinkan dan sekaligus menunjukkan kemandirian pembangunan 
suatu negara. Dari tahun ke tahun, penerimaan pajak yang ditargetkan selalu 
meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut, selain tergantung pada faktor 
pertumbuhan ekonomi, juga sangat tergantung pada kesadaran masyarakat 
dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara.  
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Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, 
sebagian besar kegiatan negara tidak dapat dilaksanakan. Sesuai dengan pasal 
1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah konstribusi wajib 
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya 
peranan pajak serta kecenderungan ketidakrelaan untuk membayar pajak ketika 
memperoleh penghasilan sering menimbulkan sikap penghindaran pajak. 
Ironisnya, masyarakat tersebut banyak menuntut pemerintahan agar 
menyediakan berbagai fasilitas. Sikap semacam ini sesungguhnya dapat 
dikatakan sebagai pendompleng pembangunan (free rider). Dengan demikian, 
syarat mutlak menuju kemandirian bangsa adalah dengan meningkatkan peran 
aktif seluruh masyarakat melalui pembayaran pajak. 
Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) mencatat, rasio pajak Indonesia 
diakui masih sangat rendah, terutama jika dibandingkan dengan negara lain 
dalam satu kawasan. Tax ratio  rendah karena sangat ditentukan oleh struktur 
perekonomian. Tabel berikut memperlihatkan ratio penerimaan pajak di 
Indonesia dengan negara lain dalam satu kawasan. 
Tabel 1.1 Ratio Penerimaan Pajak di Indonesia dan Ratio Negara lain  dalam 
satu kawasan  
Tahun 
Penerimaan (Revenue) 
Tax Ratio di Indonesia 
Tahun  Penerimaan (Revenue) Tax 
Ratio di Negara Lain 
2012 11,04% 2012 23,12 % 
2013 13,30 % 2013 25,56% 
Sumber:www.ortax.org 
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Pemerintah selalu berupaya meningkatkan tax ratio secara bertahap 
dengan memperhatikan kondisi ekonomi Indonesia dan ekonomi dunia. 
Peningkatan secara bertahap tax ratio dilakukan melalui penyempurnaan 
terhadap kebijakan dan administrasi perpajakan, sehingga basis pajak semakin 
luas, dan potensi pajak yang ada dapat dipungut secara optimal. Langkah-
langkah strategis telah beberapa kali ditempuh oleh pemerintah yang ditandai 
dengan beberapa kali perubahan Undang-Undang perpajakan yang cukup 
signifikan. Perubahan yang pertama terjadi tahun 1983, kemudian dilakukan 
perubahan kedua pada tahun 1994, diikuti perubahan ketiga yang dilakukan 
pada tahun 2000 berupa penurunan pelapisan kena pajak penghasilan badan 
(undang-undang No.17 Tahun 2000 Pasal 17) dan pada pertengahan 2008 
pemerintah kembali mengadakan perubahan dan mengesahkan Undang-Undang 
No.36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E dinyatakan bahwa wajib pajak badan 
dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50 miliar mendapat 
fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50 % dari tarif umum sebagaimana 
diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena 
Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4,8 miliar. Dan Peraturan 
Pemerintah No.46 Tahun 2013 yang terbit tanggal 12 Juni 2013 dan mulai di 
berlakukan tanggal 1 Juli 2013. Berdasarkan ketentuan ini, wajib pajak yang 
memenuhi kriteria dikenakan PPh final dengan tarif 1 % dan dasar pengenaan 
pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulan. Wajib pajak yang dimaksud 
adalah wajib pajak orang pribadi atau Wajib Pajak Badan tidak termasuk bentuk 
usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan 
dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak 
melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 
(satu) tahun pajak. Ketentuan batasan peredaran bruto tersebut diambil dari 
4 
 
undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah yang disingkat (UMKM). 
Dilihat dari struktur ekonomi,  Indonesia ditopang sektor pertanian dan 
UMKM. Oleh karena itu, UMKM menjadi penting dan strategis. Kekuatan dan 
peranan UMKM tersebut dapat dilihat dari data yang mendukung bahwa 
eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Hal tersebut 
diketahui melalui PDB yang dihasilkan oleh UMKM meningkat setiap tahunnya. 
UMKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu 
negara maupun daerah, begitu juga dengan Indonesia, UMKM ini sangat 
memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UMKM ini 
juga sangat membantu negara/pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja 
baru dan lewat UMKM juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang 
menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah 
tangga. Selain itu, UMKM juga  memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan 
dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. 
Dengan berbagai spesifikasi, terutama contoh modalnya yang kecil 
sampai tidak terlalu besar, dapat merubah produk dalam waktu yang tidak terlalu 
lama dan manajemennya yang relatif sederhana serta jumlahnya yang banyak 
dan tersebar di wilayah nusantara, menyebabkan UMKM memliki daya tahan 
yang cukup baik terhadap berbagai gejolak ekonomi. UMKM juga terbukti dapat 
menyerap tenaga kerja lebih banyak dibanding usaha besar yang artinya dengan 
penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak UMKM dapat membantu 
kesejahteraan perekonomian Indonesia. 
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Tabel 1.2 Data Statistik Menurut Bank Indonesia Tentang Net Ekspansi Kerdit 
UMKM  
Tahun Net Kredit UMKM 
April 2012 Rp. 11.830, 9 Milyar 
April 2013 Rp. 17.670, 2 Milyar 
Juni 2013 Rp. 50.530,3 Milyar 
     Sumber: www.bi.go.id 
Menurut data statistik Bank Indonesia mengenai net ekspansi kredit 
UMKM pada bulan April 2013 (data terbaru) menunjukkan bahwa net ekspansi 
kredit yang diberikan pada UMKM secara keseluruhan mencapai Rp. 17.670,2 
miliar, dimana jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan April 2012 
sejumlah Rp. 11.830,9 miliar. Walaupun terjadi peningkatan pada April 2012 ke 
April 2013, namun jumlah ini masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan Juni 
2013 yang mencapai Rp. 50.530,3 miliar (www.bi.go.id). 
Menurut Menteri Keuangan Chatib Basri, UKM bakal diuntungkan, sebab 
ketika dikenai pajak mereka bisa mengakses kredit perbankan. Banyak sektor 
UKM yang potensial tapi tidak creditable. Dengan begini mereka jadi creditable, 
”Tujuan utamanya bukan cari uang pajak, 1 % dari Rp. 4,8 miliar- setahun Rp 48 
juta omset tertinggi, atau Rp. 4,8 juta perbulan. Kalau omset cuma separuhnya 
saja Rp. 2,4 Miliar, berarti harus bayar Rp. 24 juta setahun. Bila dibagi 12 hanya 
Rp 2 juta perbulan. Itu sama dengan orang bayar PTKP” (majalahukm.com). 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 merupakan kebijakan 
pemerintah terkait perpajakan yang tergolong baru. Pada dasarnya, penerbitan 
PP No. 46 Tahun 2013 ini bertujuan untuk memberikan kemudahan perhitungan 
pajak secara administratif sehingga akan meningkatkan transparansi dan 
kontribusi masyarakat dalam pembangunan melalui kepatuhan pembayaran 
pajak (Diatmika, 2013). Penetapan PP No. 46 tahun 2013 ini tentunya akan 
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membantu masyarakat dalam melakukan perhitungan sesuai sistem pemungutan 
pajak self Assessment system yang diterapkan di Indonesia. Penerbitan 
peraturan baru ini kenyataannya menimbulkan pro dan kontra masyarakat 
khususnya para pelaku bisnis sebagai Wajib Pajak yang mungkin berimbas pada 
tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal 
ini disebabkan peraturan baru ini mengubah secara signifikan terkait teknik 
perhitungan maupun tarif yang ditanggung oleh Wajib Pajak atas 
penghasilannya. Meskipun lebih mudah dan sederhana dalam perhitungan, 
namun secara rasional besarnya pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak 
semakin tinggi dan tidak adil (1% dari pendapatan kotor). Imbasnya kebanyakan 
Wajib Pajak tidak transparan dalam melakukan pelaporan dan bahkan 
melakukan penghindaran pajak. 
Penelitian Resyniar (2013) menunjukkan bahwa mayoritas para pelaku 
Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) tidak setuju dengan penerapan PP No. 
46 Tahun 2013. Selaras dengan penelitian Resyniar, hasil penelitian 
Setyaningsih dkk (2013) menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak atas PP No. 
46 Tahun 2013 ini mendorong ketidakpatuhan Wajib Pajak. Adanya persepsi 
negatif Wajib Pajak terkait penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dan imbasnya 
terhadap usaha mereka mendorong Wajib Pajak cenderung enggan memenuhi 
kewajiban pajaknya. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pelaku UMKM 
belum memahami aturan perpajakan secara umum serta tata cara perhitungan 
pajak yang menyebabkan masyarakat merasa terbebani dengan berlakunya 
ketentuan PP No. 46 Tahun 2013 sehingga cenderung melakukan negosiasi 
pajak. Ketidaksinkronan persepsi masyarakat dengan pemerintah atas 
penerapan kebijakan serta adanya perbedaan kepentingan dalam perekonomian 
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dan sosial masyarakat seringkali menyebabkan sinergisitas masyarakat dalam 
berpartisipasi membangun negara masih rendah. 
Ketika krisis ekonomi terjadi di Indonesia beberapa tahun lalu, Usaha 
Kecil dan Menengah terbukti memiliki daya tahan dan mampu menjadi 
penyangga perekonomian bangsa. Perkembangan UMKM hampir dikatakan tidak 
pernah mengalami penurunan hal ini dapat dilihat dari jumlah UMKM setiap 
tahunnya bertambah terus walaupun dengan persentase yang kecil, pada tahun 
2008-2009 jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar 3,88% yaitu dari 
47.102.744 unit pada tahun 2008 menjadi 48.929.636 unit pada tahun 2009. 
Sehingga ketika kita melihat dari sudut pandang Pemerintah, peraturan tersebut 
dibuat untuk memperluas potensi penerimaan negara melalui sektor usaha yang 
selama ini belum tersentuh pajak, sehingga potensi penerimaan negara lebih 
maksimal, yang akan membuat langkah bangsa menuju kemandirian 
pembiayaan negara maju selangkah. Disisi lain kemudahan perhitungan ini 
diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para pengusaha UMKM dalam 
membayar pajak. Ditjen Pajak menilai, tingkat kepatuhan UMKM membayar 
pajak masih terbilang rendah berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka 
peneliti tertarik memilih judul “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 
dengan Omset Tertentu Pasca Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 46 
Tahun 2013 (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Utara)”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelliti merumuskan 
masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah bagaimana tingkat 
kepatuhan wajib pajak dengan omset tertentu di KPP Pratama Makassar Utara 
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sebelum dan setelah adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 bagi 
wajib pajak UMKM ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tingkat kepatuhan 
wajib pajak dengan omset tertentu di KPP Pratama Makassar Utara sebelum dan 
setelah adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 bagi wajib pajak 
UMKM.  
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 
wawasan akademik bagi pedoman selanjutnya khususnya mengenai kebijakan 
Peraturan Pemerintah No.46 pada wajib pajak denagn omset tertentu serta 
kaitannya dengan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan melalui studi 
kasus di KPP Pratama Makassar Utara. 
 
1.4.2  Kegunaan Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah 
khususnya kepada Direktorat Jendral Pajak dalam merumuskan kebijakan 
perpajakan bagi sektor UMKM untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya 
dan bagi pihak KPP Pratama Makassar Utara, hasil penelitian ini diharapkan 
dapat memberi masukan untuk meningkatkan kinerja pengadministrasian pajak 
agar dicapai penerimaan pajak yang optimal. 
 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
     Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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Bab I     Pendahuluan 
Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian 
dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 
Bab II     Tinjauan Pustaka 
Berisikan kajian teori yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan 
konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah 
dirumuskan dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga dikemukakan 
tentang penelitian terdahulu. 
BAB III   Metode Penelitian 
Berisikan rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi 
dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan 
analisis data. 
Bab IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Berisikan hasil penelitian tentang analisis mengenai tingkat kepatuhan 
wajib pajak dengan omset tertentu dengan adanya kebijakan 
Peraturan Pemerintah no. 46 tahun 2013 di KPP Makassar Utara 
dengan membandingkannya dan menguraikan beberapa wajib pajak 
yang patuh.  
Bab V     Penutup  
Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang 
diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan 
dengan hasil penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1  Tinjauan Teori dan Konsep   
2.1.1  Tinjauan Umum Tentang Pajak 
2.1.1.1  Definisi Pajak 
Pengertian pajak menurut menurut Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut. 
“Pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
 
Definisi lain dikemukakan oleh Soemitro (Suandy, 2008:10) :  
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), 
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum”. 
 
Definisi tersebut kemudian disempurnakan kembali oleh Soemitro (Suandy, 
2008:10) sebagai berikut.  
“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara 
untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus-nya” digunakan untuk 
public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public 
investment’”.  
 
Adapun definisi pajak menurut Djajadiningrat (Tjahjono dan Husein, 2000) adalah 
sebagai berikut. 
“pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari 
kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan 
perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai 
hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 
dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung 
untuk memelihara kesejahteraan umum”.  
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Dari berbagai definisi tentang pajak diatas, pajak dapat dilihat dari 
berbagai perspektif. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya 
sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini 
memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi 
berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber 
daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya 
kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang 
merupakan kebutuhan masyarakat. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa 
aspek dasar, yaitu : 
a. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara (pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah), berdasarkan atas undang-undang serta aturan 
pelaksanaannya. 
b. Sifatnya dapat dipaksakan. 
c. Tanpa mendapatkan balas jasa secara langsung yang dapat dirasakan oleh 
pembayar pajak. 
d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah 
(rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum. 
e. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah jika masih 
terdapat surplus digunakan untuk membiayai “public investment”. 
f. Pajak dipungut disebabkan adanya sesuatu keadaan, kejadian dan 
perubahan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang. 
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2.1.1.2  Fungsi Pajak  
Fungsi Pajak menurut Herry (2010:8) ada empat yaitu sebagai berikut. 
a. Revenue ( Penerimaan) 
Fungsi penerimaan atau dikenal dengan istilah Fungsi Budgetair (Anggaran) 
adalah fungsi utama dari pungutan pajak. Seperti telah kita ketahui bersama, 
dewasa ini pajak menyumbang hampir 70% total pendapatan negara kita. 
Hal ini tentu saja menunjukkan pertisipasi dominan pajak sebagai penyokong 
pembiayaan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja rutin 
pemerintah, belanja pembangunan, belanja untuk keperluan legilasi dan 
yudikasi, serta pembiayaan lainnya. 
b. Redistribution (Pemerataan) 
Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada 
masyarakat dalam bentuk penyediaan fasillitas publik diseluruh wilayah 
negara. Fungsi inilah yang seharusnya lebih ditonjolkan dinegara kita 
sebagai bukti bahwa hasil pajak yang dipungut tersebut benar-benar 
ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sekaligus 
menghapus kesenjangan sosial yang tidak dapat dipungkiri terjadi di 
Indonesia. Isu gerakan aparatis dibeberapa daerah yang meneriakan 
ketidakadilan pembangunan membuktikan hal tersebut. Apabila pajak dapat 
dioptimalkan dalam fungsi ini niscaya pemerataan kemakmuran yang 
didamba akan tercapai. 
c. Repricing ( Pengaturan Harga) 
Fungsi ini sama pengertiannya dengan fungsi regulerent (mengatur) yang 
lebih digunakan dalam literatur perpajakan. Pajak yang digunakan sebagai 
alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu dibidang ekonomi, politik, 
sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. 
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d. Representation ( Legalitas pemerintahan) 
Slogan revolusionerdi Inggris yang menyerukan “No Taxation Without 
Representation”. Dan di Amerika serikat yang berbunyi “Taxation Without 
resepresentation is robberry” mengimplikasikan bahwa pemerintah 
pemerintah membebani pajak atas warga negara, dan warga negara 
meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan 
(pengenaan pajak tidak diputuskan secara sepihak oleh penguasa tetapi 
merupakan kesepakatan bersama dengan rakyat melalui perwakilannya 
diparlemen). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pungutan pajak 
langsung (seperti pajak penghasilan) memberi tingkat akuntabilitas yang 
lebih tinggi dan perwujudan pemerintahan yang lebih baik dibandingkan 
dengan pemungutan pajak tidak langsung (seperti pajak pertambahan nilai). 
 
2.1.1.3  Pumungutan Pajak 
Peran pajak yang kian dominan untuk menopang penerimaan suatu negara 
telah membuatnya semakin menjadi primadona sumber penggalangan dana. 
Namun demikan hal tersebut tidak dapat dilakukan secara serampangan, 
semena-mena, dan mengabaikan rasa keadilan. Oleh karena itu, dalam 
pemungutan pajak diperlukan penetapan tentang sistem, cara, asas, dan syarat 
pungutan pajak yang disepakati bersama antara rakyat selaku penanggung pajak 
melalui perwakilan diparlemen dan pemerintah selaku pungutan pajak (fiskus) 
(Herry, 2010). 
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Gambar 2.1 Sistem, Cara, Asas, dan Syarat Pemungutan Pajak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Sumber: Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Edisi revisi. Yogyakarta: Andi. 
1. Sistem Pungutan Pajak  
Hingga saat ini ada 3 sistem yang diaplikasikan dalam pungutan pajak 
a. Official Assesment system 
Melalui sistem ini besarnya pajak ditentukan oleh fiskus dengan 
menggunakan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jadi, dapat dikatakan 
bahwa wajib pajak bersifat pasif. Tahapan-tahapan dalam menghitung 
dan memperhitungkan pajak yang terutang ditetapkan oleh fiskus yang 
terutang dalam SKP. Selanjutnya wajib pajak baru aktif ketika 
melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP 
tersebut. 
b. Self Assesment System  
Sistem ini melalui diaplikasikan bersamaan dengan reformasi 
perpajakan tahun setelah terbitnya Undang-undang No. 6 Tahun 1983 
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tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang mulai berlaku 
sejak tanggal 1 Januari 1984. Dalam penjelasan Undang-undang 
tersebut dinyatakan bahwa anggota masyarakat wajib pajak diberi 
kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui 
sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak 
yang terutang (self assesment), sehingga melalui sistem ini administrasi 
perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, 
sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak. 
Selain itu wajib pajak juga diwajibkan untuk melaporkan secara teratur 
jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya 
berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan 
terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan 
ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan.  
c. With Holding Tax System 
Sistem pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak 
ketiga. Untuk waktu sekarang, sistem ini tercermin pada pelaksanaan 
pengenaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.  
2. Asas Pemungutan Pajak  
1) Asas Domisili, yaitu  bahwa pajak dibebankan pada pihak yang tinggal 
dan berada diwilayah suatu negara tanpa memperhatikan sumber atau 
asal objek pajak yang diperoleh atau diterima wajib pajak. 
2) Asas Sumber, yaitu bahwa pembebanan pajak oleh negara hanya 
terdapat objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah 
teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. 
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3) Asas Kebangsaan, yaitu bahwa status kewarganegaraan seseorang 
menentukan pembebanan pajak terhadapnya. Perlakuan perpajakan 
antara warga negara Indonesia dan warga negara asing itu berbeda. 
3. Cara Pemungutan Pajak 
a. Stelsel Rill atau Nyata  
Merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada objek pajak 
yang sesungguhnya, yang benar-benar ada, dan dapat ditunjuk. 
b. Stelsel Fiktif  
Merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu 
anggapan yang dilegalkan oleh undang-undang. 
c. Stelsel Campuran 
Pada dasarnya merupakan gabungan dari dua stelsel yang ada yaitu 
stelsel rill dan stelsel fiktif. 
4. Syarat Pemungutan Pajak 
a. Syarat Keadilan 
Pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan 
maupun realisasi maupun realisasi pelaksanaannya. 
b. Syarat Yuridis 
Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang ditujukan 
untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, 
baik untuk negara maupun untuk warganya. 
c. Syarat Ekonomis 
Pemungutan pajak tidak boleh menghambat ekonomi rakyat, artinya 
pajak tidak boleh dipungut apabila justru menimbulkan kelesuan 
perekonomian masyarakat. 
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d. Syarat Finansial  
Pemungutan pajak tidak boleh menghambat ekonomi rakyat, artinya 
pajak tidak boleh melebihi hasil pemungutanya. 
e. Syarat Sederhana 
Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk 
memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak. 
 
2.1.1.4  Subjek dan Objek Pajak Penghasilan (PPh)  
Menurut Anjarwati (2014:2), PPh termasuk pajak subjektif yakni pajak 
yang dikenakan karena ada subjeknya, yakni mematuhi criteria yang ditetapkan 
dalam peraturan perpajakan. Subjek pajak yang dapat dikemukakan sebagai 
berikut:  
a. Orang Pribadi  
Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal di 
Indonesia ataupun di luar Indonesia.  
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 
berhak dalam hal ini warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 
merupaka subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu 
ahli waris.  
c. Badan  
Badan yang sebagai objek pajak meliputi badan usaha atau nonusaha. 
Badan sebagai subjek tidak semata-mata yang bergerak dalam usaha 
mencari keuntungan namun juga yang bergerak dibidang sosial, 
kemasyarakatan, dan sebagainya, sepanjang pendiriannya dikukuhkan 
dengan akta pendirian oleh yang berwenang. Badan sebagai subjek pajak 
yakni:  
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a. Perseroan terbatas  
b. Perseroan komanditer  
c. BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun  
d. Persekutuan  
e. Perseroan atau perkumpulan  
f. Firma  
g. Kongsi  
h. Perkumpulan koperasi  
i. Yayasan  
j. Lembaga  
k. Dana pension  
l. Bentuk usaha tetap  
m. Bentuk usaha lainnya.  
d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)  
Bentuk usaha tetap adalah usaha yang dipergunakan oleh pribadi yang tidak 
bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 
(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau 
juga badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia 
untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT dapat 
berupa:  
1. Tempat kedudukan manajemen  
2. Cabang perusahaan  
3. Kantor perwakilan  
4. Gedung kantor  
5. Pabrik  
6. Bengkel  
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7. Pertambangan dan penggalian sumber daya alam, wilayah kerja 
pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan.  
8. Periklanan, pertanian, peternakan, perkebunan atau kehutanan.  
9. Proyek konstruksi, instalansi atau proyek perakitan. 
10. pemerian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, 
sepanjang dilakukan lebih dari enam puluh hari dalam jangka waktu 
dua belas tahun.  
11. Orang atau agen yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak 
bebas.  
12.  Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan atau 
tidak bertempat tinggal di Indonesia yang menerima premi atau 
menanggung resiko di Indonesia.  
Objek Pajak Penghasilan menurut undang–undang PPh adalah setiap 
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik 
yang berasalm dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai 
untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang 
bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pengasilan yang 
termasuk sebagai objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UU PPh telah 
diberikan uraian mengenai objek Pajak Penghasilan sebagai berikut:  
a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima termasuk gaji, upah tunjangan, honorarium, komisi, bonus, 
gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali 
dintentukan oleh undang–undang Pajak Penghasilan.  
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.  
c. Laba usaha  
d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta  
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e. Peneriman kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 
biaya  
f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan utang  
g. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari 
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, pembagian sisa dari hasil 
usaha koperasi  
h. Royalti  
i. Sewa dan penghasilan dari sehubungan dengan penggunaan harta  
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala  
k. Keuntungan karena pembebasan utang  
l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing  
m. Selisih lebih karena penilaian kembali aset  
n. Premi asuransi  
o. Iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib 
pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran 
tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan 
bebas anggotanya.  
p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 
dikenakan pajak.  
Sedangkan penghasilan yang merupakan objek pajak PPh final termasuk 
dalam pasal 4 ayat 2 yaitu:  
a. Bunga deposito dan tabungan–tabungan lainnya  
b. Penghasilan dan transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek  
c. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau bangunan  
d. Pengasilan tertentu lainnya, seperti usaha migas dan lain sebagainya.  
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2.1.2  Kepatuhan Wajib Pajak         
Kepatuhan Wajib Pajak merupakan bentuk kesadaran wajib dalam  
melaksanakan kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan 
indikator penentu yang mempengaruhi penerimaan negara terutama dalam 
system self assesement yang tanggung jawab untuk menghitung, melapor, dan 
membayar pajak terutang kepada wajib pajak. Kepatuhan yang diharapkan 
adalah kepatuhan yang sukarela bukan kepatuhan yang dipaksakan (Fidel, 
2008:12).  
Oleh sebab itu, setiap kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak 
tidak hanya dilakukan dengan menambah jumlah wajib pajak. Untuk 
mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak dapat diupayakan dengan beberapa 
cara, yaitu melalui pembenahan administrasi pajak, perbaikan  pelayanan, 
penyuluhan secara sistematis, dan berkesinambungan serta penegakan hukum. 
Dalam penelitiannya, Santoso (2008) menjelaskan kaitan antara perilaku 
kepatuhan wajib pajak dengan tarif pajak. Pada kondisi tingkat penghasilan 
rendah. Tarif pajak rendah akan mendorong wajib pajak untuk melaporkan 
penghasilannya pada administrasi pajak namun apabila tarif pajak dan  
penghasilannya tinggi, wajib pajak akan cenderung untuk tidak melaporkan 
penghasilannya kepada administrasi pajak. 
Suryadi (2006), menyebutkan bahwa dalam mengukur kinerja penerimaan 
pajak di Indonesia, ada tiga variabel penting yang perlu diperhatikan diantaranya: 
kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. 
Kepatuhan wajib pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum 
dan kompensasi  pajak berpengaruh positif terhadap kinerja penerimaan pajak. 
Sedangkan pelayanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang diukur dari 
persepsi wajib pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik wajib pajak dan 
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penyuluhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
penerimaan pajak. Suryadi juga menemukan bahwa ada perbedaan kesadaran 
dan kepatuhan wajib pajak besar dan kecil dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya, wajib pajak besar ternyata lebih tinggi kesadarannya dan 
kepatuhannya dibandingkan dengan wajib pajak kecil. 
Kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak 
taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpan 
dari peraturan perpajakan yang berlaku. Peraturan Manteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1 menyebutkan bahwa Wajib 
Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. 
1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; 
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 
tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak; 
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan 
keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian 
selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan 
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang 
perpajakan berdasarkan utusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 
. 
Norman D. Nowak dalam  Devano, dkk (2006) menggambarkan kepatuhan 
dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai sebuah “iklim” yang 
tercermin dalam situasi berikut. 
1) Wajib pajak paham dan berusaha memahami ketentuan 
peraturan perundang- undangan perpajakan. 
2) Wajib Pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. 
3) Wajib Pajak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. 
4) Wajib Pajak membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. 
 
Nasucha (2004) menggolongkan Wajib Pajak patuh jika Wajib Pajak 
yang bersangkutan mendaftarkan diri, menghitung, menyetor pajak terutang, dan 
melaporkan pajak melalui penyampaian SPT dengan benar dan tepat waktu. 
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patuh menurut Nasucha (2004) yang disesuaikan dengan PMK RI yaitu 
meliputi: 
1. Pendaftaran NPWP, artinya pelaku UMKM terdaftar sebagai 
Wajib Pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
2. Penghitungan pajak terutang, yang meliputi pencatatan omset 
sebagai dasar pengenaan pajak, perhitungan pajak terutang, serta 
perhitungan pajak kurang bayar; 
3. Pembayaran pajak, yaitu pelunasan pajak terutang baik masa 
maupun tahunan sesuai dengan kewajiban;  
4. Pelaporan SPT, merupakan penyampaian Surat Pemberitahuan 
dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 
 
2.1.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 
 
Hutagaol (2007: 186) mengungkapkan ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya yaitu besarnya 
penghasilan yang diperoleh, adanya sanksi perpajakan yang diterapkan, persepsi 
Wajib Pajak atas pengelolaan pendapatan pajak, perlakuan perpajakan yang adil, 
penegakan hukum, serta ketersediaan database pemerintah. 
Penelitian Hardiningsih, dkk (2011: 129-131) menyebutkan faktor-faktor 
yang berpengaruh pada kepatuhan Wajib pajak meliputi kesadaran dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakan, pengetahuan perpajakan, pemahaman 
peraturan perpajakan, presepsi efektivitas sistem perpajakan, kualitas layanan 
terhadap Wajib Pajak, serta kemauan membayar. Penelitian ini berfokus pada 3 
faktor Kepatuhan Wajib Pajak yaitu pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak 
berfokus pada PP No. 46 Tahun 2013, pelayanan fiskus dan peraturan yang 
berlaku dengan fokus penerapan self Assessment system, serta persepsi 
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Wajib Pajak terkait PP No. 46 Tahun 2013. Edukasi dalam perpajakan menjadi 
salah satu alat yang efekt if  untuk mendorong waj ib pajak untuk lebih 
patuh. Pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu sistem pengelolaan pajak juga berpengaruh 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Madewing (2013: 73) 
menunjukkan bahwa modernisasi perpajakan, salah satunya self Assessment 
system mampu memberikan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
Penelitian tentang Tax compliance atau kepetuhan pajak sudak sering dilakukan. 
Fokus penelitian rata-rata adalah perilaku pembayar pajak (tax payer) dan 
pengaruh sebagai macam variabel terhadap parilaku kepatuhan. Penelitian 
Sandmo (1972) membahas mengenai variabel-variabel yang dapat 
mempengaruhi kepatuhan Wajib pajak dengan menggunakan konsep expected 
utility untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak.  
Suryadi (2006) menyebutkan bahwa dalam mengukur kinerja penerimaan 
pajak di Indonesia, ada tiga variabel penting yang perlu diperhatikan di antaranya 
kesadaran Wajib Pajak, pelayanan perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak. 
Kepatuhan wajib pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum 
dan kompensasi  pajak berpengaruh positif terhadap kinerja penerimaan pajak. 
Sedangkan pelayanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang diukur dari 
persepsi wajib pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik wajib pajak dan 
penyuluhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
penerimaanpajak. Suryadi (2006) juga menemukan bahwa ada perbedaan 
kesadaran dan kepatuhan wajib pajak besar dan kecil dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya, wajib pajak besar ternyata lebih tinggi kesadarannya 
dan kepatuhannya dibandingkan dengan wajib pajak kecil. 
 
25 
 
2.1.3  Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 
PP No. 46 Tahun 2013  ini adalah peraturan baru yang dikeluarkan oleh 
pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dan 
wajib pajak badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Peraturan 
Pemerintah No.46 Tahun 2013 ditetapkan pada 1 Juli 2013. Pengenaan pajak 
penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan berdasarkan pada 
pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya 
beban administrasi bagi wajib pajak maupun Direktorat Jendral Pajak, serta 
memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Tujuan Pengaturan ini 
adalah untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang menerima atau 
memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, 
untuk melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan 
yang terutang.  
 
2.1.4  Kriteria Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto 
Dalam hal ini atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh 
wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana yang tercantum 
pada Undang-undang No. 46 tahun 2013 yang dimaksud pada ayat (1) dikenai 
Pajak Penghasilan yang bersifat final. 
Berikut adalah Wajib Pajak yang dimaksud, antara lain: 
a. Wajib Pajak orang pribadi atau wajib pajak Badan yang tidak temasuk 
bentuk usaha tetap; dan 
b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa 
sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak 
melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) 
dalam 1 (satu) tahun pajak. 
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Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi adalah Wajib Pajak orang 
pribadi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yang melakukan kegiatan 
usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya: 
a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik 
yang menetap maupun tidak menetap; dan 
b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang 
tidak diperuntukan bagi tempat usaha atau berjualan. 
Tidak semua Wajib Pajak Badan yang memiliki usaha dan memperoleh 
penghasilan bruto tertentu terkena tarif 1% ini. Berikut adalah Wajib Pajak Badan 
yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana yang dimaksud ayat (2) , antara 
lain: 
a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial ; atau 
b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah 
beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 
4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). 
Pasal 3 
(1) Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 2 adalah 1% (satu persen) 
(2) Pengenaan Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) Tahun dari 
Tahun Pajak yang bersangkutan. 
(3) Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah 
melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak, Wajib Pajak 
tetap dikenai tarif pajak penghasilan yang telah ditentukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir tahun Pajak yang 
bersangkutan. 
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(4) Dalam hal peredaran bruto wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp. 
4.800.000.000,00 pada satu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima 
atau diperoleh Wajib Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan 
berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan. 
Pasal 4 
(1) Dasar pengenaan pajak yanag digunakan untuk menghitung Pajak 
Penghasilan yang bersifat final sebagaiman dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) 
adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. 
(2) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
Pasal 5 
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku 
atas penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final 
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan. 
Pasal 6  
Atas penghasilan selain dari usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 
2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikenai Pajak Penghasilan 
berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan. 
Pasal 7 
Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar 
negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap 
Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak 
Penghasilan dan peraturan pelaksanaanya. 
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Pasal 8  
Wajib pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan 
Peraturan pemerintah ini dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan 
kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan 
yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut 
sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak. 
2. Tahun pajak dikenakannya Pajak penghasilan yang bersifat final 
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetap diperhitungkan sebagai bagian 
dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a; 
3. Kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang 
bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat 
dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya. 
Pasal 9  
Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan 
Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak  yang 
memiliki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Manteri Keuangan. 
Pasal 10  
Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai 
Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah ini, diatur sebagai berikut: 
1. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum 
Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini disetahunkan, dalam hal 
Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan 
Pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 bulan. 
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2. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak 
terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini 
disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak yang sama 
dengan Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan 
sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku; 
3. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya 
penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang 
baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah 
ini. 
Pasal 11 
Peraturan Pemerintah ini di mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013. Agar 
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 
 
2.5  Penelitian Terdahulu 
Dalam penilitian ini, peneliti melakukan tinjauan pustaka dari tiga hasil 
penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai tinjauan 
pustaka  pada penelitian ini . 
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Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 
No Penulis Judul Metode 
Penelitian 
Kesimpulan 
1 Sari 
2012 
Tingkat 
Kepatuhan Wajib 
Pajak Badan 
Usaha Mikro 
Kecil dan 
Menengah pasca 
kebijakan fasilitas 
pengurangan tarif 
PPH di KPP 
Pratama Jakarta 
Kebayoran Lama 
Pendekatan: 
Kuantitatif 
Jenis penelitian: 
Deskriptif 
Teknik 
Pengumpulan 
Data: 
Study 
Kepustakaan dan 
Studi Lapangan 
Tingkat kepatuhan wajib 
pajak setelah adanya 
kebijakan fasilitas 
pengurangan tarif pajak 
penghasilan bagi Wajib 
Pajak Badan Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah di 
KPP Pratama Jakarta 
Kebayoran Lama, 
menunjukkan peningkatan 
dilihat dari kepatuhan 
formal.  
2 Susilo  
2013 
Pemahaman 
Wajib Pajak 
Terhadap 
Peraturan 
Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 
2013 tentang 
Pajak Usaha 
Mikro Kecil dan 
Menegah (studi 
Kasus Pada wajib 
Pajak yang 
terdaftar di Kantor 
Pelayanan Pajak 
Pratama 
Palembang Ilir 
Barat 
Pendekatan: 
Kualitatif 
Jenis Penelitian:  
Data Primer dan 
Data Sekunder 
Teknik 
Pengumpulan 
Data: 
Observasi, 
kuesioner, 
wawancara dan 
dokumen 
Pemahaman wajib pajak 
mengenai Peraturan 
Pemerintah N0. 46 Tahun 
2013 masih minim. 
Beberapa wajib pajak 
hanya mengetahui tarif 
Peraturan Pemerintah No. 
46 Tahun 2013, sebagian 
besar wajib pajak belum 
mengetahui dan 
memahami mengenai 
peraturan yang diatur 
didalamnya. 
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3 Resyniar  
2013 
Persepsi Usaha 
Mikro Kecil dan 
Menengah 
(UMKM) terhadap 
Penerapan 
Peraturan 
Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 
2013 
Pendekatan: 
Kualitatif 
Jenis Penelitian:  
Deskriptif 
Teknik 
Pengumpulan 
Data: 
Wawancara, 
Observasi, Studi 
Dokumen 
Persepsi para pelaku 
UMKM terhadap 
penerapan PP No. 46 
Tahun 2013 mengenai 
fasilitas kemudahan dan 
penyederhanaan 
perpajakan mayoritas 
setuju bahwa PP No.46 
Tahun 2013 membawa 
kemudahan dan 
penyederhanaan 
perhitungan perpajakan. 
Dalam PP No. 46 Tahun 
2013 tidak ada 
perhitungan pajak yang 
rumit dan sukar dipahami. 
Rumus dalam menghitung 
pajak cukup sederhana 
yaitu 1% dari omset. 
Perhitungan antara Wajib 
Pajak Orang Pribadi 
maupun Badan adalah 
sama. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1  Rancangan Penelitian 
Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah, dijelaskan dan 
kemudian dilakukan analisis. Setelah hasil analisis diperoleh, penulis akan 
membandingkan hasil analisis data tersebut dengan menggunakan dua metode 
penentuan sebelum dan setelah adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 
2013.  
Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh deskripsi mengenai hasil 
perbandingan kepatuhan wajib pajak yang memiliki omset tertentu sebelum dan 
sesudahnya adanya PP 46 Tahun 2013, dengan pendekatan studi kasus. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian 
komparatif kualitatif yaitu metode yang membandingkan antara keadaan yang 
terjadi pada KPP Makassar Utara dengan usulan peneliti. Dengan metode ini, 
penulis bermaksud mengumpulkan data historis dan mengamati secara seksama 
mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti 
sehingga akan diperoleh data-data yang menunjang penyusunan laporan 
penelitian. Data-data yang diperoleh tersebut kemudian diproses, dianalisis lebih 
lanjut dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari sehingga memperoleh 
gambaran mengenai objek tersebut dan dapat ditarik kesimpulan mengenai 
masalah yang diteliti 
 
3.2  Tempat dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan. Pada 
penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak 
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Pratama Makassar Utara. Adapun waktu yang digunakan dalam melakukan 
penelitian ini kurang lebih satu bulan yakni bulan Maret sampai bulan April tahun 
2016. 
 
3.3  Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang masih aktif 
di KKP Pratama Makassar Utara. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 
wajib pajak yang memiliki NPWP dan masih aktif, termasuk dalam wajib pajak 
yang memiliki perederan bruto di bawah Rp. 4.800.000.000,00  (empat miliar 
delapan ratus juta rupiah). 
 
3.4  Jenis dan Sumber Data 
3.4.1   Jenis Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2012 sampai 
dengan tahun 2014. 
 
3.4.2   Sumber Data 
Dari beberapa jenis data, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. 
Dalam rangka pengumpulan data, peneliti memperoleh informasi meliputi 
data apa saja yang dikumpulkan dari subjek peneliti dan informasi 
penelitian, ciri-ciri subjek peneliti yang dipilih dengan teknik snowball 
sampling, data dan bahan lainnya dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut. 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari narasumber 
(data asli) dengan cara wawancara. Data primer merupakan data mentah 
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yang belum diolah. Sedangkan, data sekunder adalah data yang 
diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Datanya sudah 
diolah dan bisa didapatkan melalui dokumen-dokumen resmi yang dimiliki 
perusahaan.  
Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan data berikut untuk 
menjawab rumusan masalah:  
a) Data yang terkait profil perusahaan.  
b) Data jumlah wajib pajak, penerimaan pajak, dan pembayaran 
pajak kategori PP No. 46 Tahun 2013 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber di 
luar objek penelitian berupa buku-buku dan literatur yang berkaitan erat 
dengan masalah yang dibahas. 
 
3.5  Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini 
adalah menggunakan pendekatan kualitatif model interaktif. Menurut Miles dan 
Huberman (2007:246) diartikan “Dalam pandangan model interaktif, terdapat tiga 
jenis kegiatan analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) 
dan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses interaktif”. 
Adapun langkah-langkah didalam pengolahan data adalah sebagai 
berikut:  
1. Menyusun tabel penerimaan Pajak kategori PP No. 46 di wilayah kerja 
KPP Pratama Makassar Utara untuk bulan Juli 2013 - Juni 2014. 
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2. Menyusun tabel jumlah Wajib Pajak efektif kategori PP No. 46 di 
wilayah kerja KPP Pratama Makassar Utara untuk bulan Juli 2013 - Juni 
2014.  
3. Menyusun tabel jumlah Wajib Pajak kategori PP No. 46 yang tepat 
waktu dalam membayar pajak serta presentasenya terhadap jumlah 
Wajib Pajak kategori PP No. 46 yang membayar pajak pada bulan 
tersebut, dengan rumus sebagai berikut: 
 
      
 
 
4. Menyusun tabel jumlah Wajib Pajak kategori PP No. 46 yang terlambat 
dalam membayar pajak serta presentasenya terhadap jumlah Wajib 
Pajak kategori PP No. 46 yang membayar pajak pada bulan tersebut, 
dengan rumus sebagai berikut: 
 
 
 
Untuk melihat kepatuhan Wajib Pajak PP No. 46, maka bisa dilihat pada tabel di 
bawah ini:     
 
Tabel 3.1 
Kriteria Penilaian 
Persentase (%) Kriteria 
0,00 – 10 Sangat Kurang 
10,10 – 20 Kurang 
20,10 – 30 Sedang 
30,10 – 40 Cukup Baik 
40,10 – 50 Baik 
Diatas 50 Sangat Baik 
Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Firdaus, 2012) 
Jumlah WP PP No. 46 yang terlambat  membayar pajak  pada bulan-n       
Jumlah WP PP No. 46 yang membayar pajak pada bulan-n                               
 
Jumlah WP PP No. 46 yang terlambat  membayar pajak  pada bulan-n       
Jumlah WP PP No. 46 yang membayar pajak pada bulan-n                            
 
X  X 100 % 
X 100 % 
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3.6  Analisis Data 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis 
deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, 
gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-
fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian 
ini, fenomena yang diteliti adalah pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam melaksanakan 
penelitian kualitatif, peneliti melakukan dokumentasi dan wawancara kepada 
pegawai perpajakan yang berkompeten untuk menjawab permasalahan yang 
telah dirumuskan dalam penelitian ini. 
Untuk meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak, peneliti mengambil 
kesimpulan dari tinjauan teori yang telah disampaikan bahwa seseorang 
dikatakan sebagai wajib pajak patuh apabila ia memenuhi kewajiban 
perpajakannya baik secara formal maupun material. Artinya wajib pajak 
dikatakan patuh ketika ia sadar akan kewajiban perpajakannya, kemudian dia 
menghitung dan membayarkan sendiri pajak terhutangnya sebelum batas akhir 
pembayaran, kemudian melaporkan pajak yang telah dibayar sebelum batas 
waktu berakhir.  
Atas dasar tersebut, peneliti memilih empat indikator yang dianggap 
relevan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:  
1. Kontribusi Penerimaan Pajak PP No. 46 Terhadap Penerimaan Pajak 
Total  
2. Kontribusi Jumlah Wajib Pajak Efektif Kategori PP No. 46 Terhadap Wajib 
Pajak Efektif Total  
3. Wajib Pajak Kategori PP No. 46 yang Tepat Waktu dalam Membayar 
Kewajiban Perpajakannya  
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4. Wajib Pajak Kategori PP No. 46 yang Terlambat dalam Membayar 
Kewajiban Perpajakannya.. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1  Gambaran Umum  KPP Pratama Makassar Utara 
4.1.1  Sejarah Singkat KPP Pratama Makassar Utara 
Berdirinya kantor pelayanan pajak (KPP) diseluruh Indonesia didirikan 
atas dasar hukum. Pada mulanya KPP diseluruh Indonesia bernama Kantor 
Inspeksi Pajak yang bertugas memungut pajak diekitas provinsi yang 
bersangkutan pada tahun 1925. Untuk menampung penghasilan negara dalam 
bidang perpajakan, maka pemerintah pada tahun 1953 mendirikan sebuah 
kantor yang bertugas mengatur kekayaan negara dibidang perpajakan yang 
diberi nama “Inspectie Van Financjen”. 
Sejak kemerdekaan nama tersebut masih dipakai beberapa tahun 
lamanya tetapi nama tersebut dipandang tidak sesuai lagi di zaman kemerdekan, 
maka pada tahun 1959 diganti menjadi Kantor Inspeksi Keuangan dan secara 
nasional menjadi Derektorat Jenderal Pajak sedang untuk daerah tingkat I 
dengan nama Kantor Inspeksi Pajak. 
Pada tahun 1958 nama inspeksi keuangan diganti menjadi inspeksi 
pajak, demikian pula wilayahnya yang semakin luas dan telah berkembang 
perekonomian seperti Sulawesi maka dirasa perlu untuk dipisahkan menjadi dua 
bagian yaitu: 
a. Kantor Inspeksi Makassar 
Kantor Inspeksi Pajak Makassar wilayahnya meliputi Provinsi Sulawasi 
Selatan, Barat dan Sulawasi Tenggara (SUSELBARTRA). 
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b. Kantor Inspeksi Manado 
Kantor Inspeksi Manado wilayahnya meliputi Sulawasi Utara dan 
Sulawesi Tengah. 
Pada tahun 1989 nama kantor inspeksi pajak diganti menjadi Kantor 
Pajak Pelayanan Pajak sesuai dengan SK Menteri Keuangan RI Nomor: 
KEP/276/KMK01/1989 panggal 24 Maret 1989. Untuk mengawasi para Wajib 
Pajak yang tersebar di kota lain Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, maka 
dibangunlah Kantor Dinas Luar pada tingkat I dan tingkat daerah tingkat II. 
Kantor pelayanan pajak adalah sebuah lembaga perwakilan milik Direktorat 
Jendral Pajak disetiap daerah yang masing-masing bertugas sesuai fungsinya 
dalam malaksanakan fungsi administrasi perpajakan sesuai dengan wiayah 
kerjanya. 
Di Makassar sendiri Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terbagi dalam empat 
wilayah kerja, yaitu : 
1) Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar ( 812 ) : 
a. Provinsi Sulawesi Selatan 
b. Provinsi Sulawesi Barat 
c. Provinsi Sulawesi Tenggara 
2) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara ( 801 ) : 
a. Kec. Wajo 
b. Kec. Ujumg Tanah 
c. Kec. Tallo 
d. Kec. Bontoala 
e. Kec. Biringkanaya 
f. Kec. Tamalanrea 
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3) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat ( 804 ) : 
a. Kec. Tamalate 
b. Kec. Mariso 
c. Kec. Ujumg Pandang 
d. Kec. Mamajang 
4) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan ( 805 ) : 
a. Kec. Panakukkang 
b. Kec. Manggala 
c. Kec. Rappocini 
d. Kec. Makassar 
 
4.1.2  Struktur Organisasi 
Gambar 4.1 
Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Utara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sumber: Bagian umum KPP Pratama Makassar Utara 
Kepala Kantor 
 
Subbagian Umum 
 
Kelompok       
Jabatan Fungsional 
 
 
 
 
Seksi PDI 
Seksi  
Penagihan Seksi 
Pelayanan  
 
Seksi 
pemeriksaan  
Seksi 
Ekstensifikasi  
Seksi Pengawasan 
dan Konsultasi 
Seksi Pengawasan 
dan Konsultasi II    
 
Seksi Pengawasan dan 
Konsultasi  III                       
 
Seksi Pengawasan 
dan Konsultasi IV           
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4.1.3  Tugas dan Tanggung Jawab Tiap Bagian  
KPP pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, 
dan pengawasan Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan 
Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, 
Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. Berikut dipenjelasan pembagian tugas dan tanggung 
jawab dari tiap-tiap bagian yang ada dalam struktur organisasi Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara:  
1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
a. Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan 
potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan 
realisasi penerimaan tahun lalu. 
b.   Menetapkan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam 
rangka intensifikasi perpajakan. 
c.   Mengarahkan pengolahan data yang sumber datanya strategis dan 
potensial dalam rangka intensifikasi perpajakan. 
d.   Mengarahkan pembuatan risala perincian dasar pengenaan 
pemotangan atau pemungutan pajak atas permintaan wajib pajak 
berdasarkan hasil perhitungan ketetepan pajak. 
e. Menjamin pengolahan data guna menyajikan informasi parpajakan. 
2. Sub Bagian Umum 
a.   Melaksanakan pengurusan surat masuk kantor pelayanan pajak yang 
bukan dari wajib pajak. 
b.   Melaksanakan pengurusan surat keluar dari lingkungan kantor 
pelayanan pajak. 
c.   Melaksanakan pemprosesan berkas/arsip umum (non wajib pajak). 
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d.   Melaksanakan penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna 
atau telah memenuhi jadwal retensi arsip. 
e.   Membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian. 
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 
a. Menyusun Estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, 
perkembangan ekonomi dan keuangan. 
b.   Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data. 
c. Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran informasi 
dalam rangka pemanfaatan data perpajakan. 
d.   Melaksakan perekaman dan vadilasi dokumen perpajakan. 
e.   Melaksanakan perbaikan (updating) data. 
f.   Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan. 
4. Seksi Pelayanan 
a.   Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan surat-surat 
permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya. 
b.   Melaksanakan penyelesaian registrasi wajib pajak, objek pajak dan 
atau pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP). 
c. Melaksanakan penerbitan surat penghapusan Nomor Pokok Pajak 
Wajib pajak (NPWP)  dan atau pencabutan pengukuhan pengusaha 
kena pajak (PKP), serta pembatalan/pembetulan STP, SKPKB, 
SKPKBT, SKPLB, SKPN  dan produk hukum lainnya. 
d. Melaksanakan penyelesaian proses permohonan wajib pajak untuk 
pindah ke kantor pelayanan pajak baru, baik domisili atau status 
maupun kewajiban perpajakan lainnya. 
5. Seksi Penagihan 
a.   Menyusun penyesuaian rencana kerja tahunan seksi penagihan. 
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b.   Melaksanaan penatausahaan SKPKB / SKPKBT / STP / STB beserta 
lampirannya dan surat pembayaran pajak (SSP / STTP / SSB) 
beserta bukti pemindahbukuan dalam rangka pengawasan tunggakan 
dan pelunasan pajak. 
c.   Melaksanakan penatausahaan surat setoran bukan pajak (SSBP) 
atas pelaksanakan SP dan SPMP . 
d. Melaksanan penatausahaan surat keputusan pembetulan, keputusan 
keberatan, keputusan pengurangan, keputusan peninjauan kembali, 
surat keputusan pelaksanaan putusan banding beserta putusan 
banding. 
e. Menyusun konsep surat keputusan angsuran atau penundaan 
pembayaran pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada 
Wajib Pajak. 
6.  Seksi Pemeriksaan 
a.   Melakukan penyesuaian rencana pemeriksa pajak agar pelaksanaan 
tugas dapat berjalan lancar. 
b.   Menyusun daftar Nominatif dan/atau lembar penugasan pemeriksaan 
Wajib Pajak yang akan di periksa. 
c.   Menerbitkan dan menyalurkan surat perintah pemeriksaan pajak 
(SP3), Surat pemberitahuan pemeriksaan pajak dan surat 
pemanggilan pemeriksaan pajak. 
d.   Mengajukan usulan permohonan perluasan pemeriksaan. 
e. Melakukan pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai 
dengan rencana yang di tetapkan. 
7.   Seksi Pengawasan Dan Konsultasi I s/d IV 
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a. Meneliti Estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak 
perkembangan ekonomi dan keuangan. 
b.   Meneliti pengawasan kepatuhan formal wajib pajak serta penelitian 
dan analisa kepatuhan material wajib pajak atas pemenuhan 
kewajiban perpajakannya. 
c.   Menetapkan pembuatan/pemutakhiran profil wajib pajak sertausul 
rencana kunjungan kerja lokasi wajib pajak dalam rangka 
pengawasan dan pemuktahiran data wajib pajak . 
d.   Meneliti pelaksanaan rekonsialisasi data Wajib Pajak (Data 
Matching). 
8.   Seksi Ekstensifikasi 
a. Melakukan pemprosesan dan penatausahaan dokumen masuk di 
seksi Ekstensifikasi perpajakan. 
b. Melaksanakan surat penerbitan surat himbauan untuk ber NPWP . 
c. Melaksanakan surat penerbitan data potensi perpajakan dalam 
rangka pembuatan monografi fiscal. 
d. Melaksanakan penyelesaian permohonan surat keterangan Nilai jual 
Objek Pajak. 
e. Menetapkan penerbitan daftar nominative untuk usulan SP3 PSL 
Ekstensifikasi. 
9.  Kelompok Jabatan Fungsional 
a.   Melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi : 
1)  Pemeriksaan Lengkap dalam rangka penagihan 
2)  Pemeriksaan Sederhana dalam rangka penagihan 
b.   Melakukan Penilaian PBB yang meliputi : 
1)  Pendataan PBB dan penilaian objek/subjek pajak 
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2)  Melaksanakan Ekstensifikasi WP orang pribadi/ badan 
10. Tempat Pelayanan Terpadu 
a.   Melakukan penerimaan dan penatausahaan surat pemberitahuan, 
surat permohonan, dan surat lainnya dari wajib pajak. 
b.   Menyelesaikan register harian SPT Masa semua jenis pajak dari 
wajib pajak, objek pajak, dan atau penhukuhan pengusaha kena 
pajak. 
c.   Menerbitkan surat penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
dan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), 
serta pembatalan/pembetulan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, 
SKPN, SKKP, SKB, dan lain-lain. 
d.   Melaksanakan proses penyelesaian proses permohonan wajib pajak 
untuk pindah ke kantor pelayanan pajak baru, baik domisili atau 
status maupun kewajiban perpajakan lainnya. 
 
4.2  Hasil Penelitian 
Berdasarkan data yang di peroleh dari KPP Pratama Makassar Utara, 
terdapat wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara dengan 
jumlah yang berbeda-beda. Wajib pajak terdaftar adalah wajib pajak yang 
tercatat di KPP Pratama Makassar Utara berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP), sedangkan wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang memenuhi 
kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat 
Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 
sebagaimana mestinya. 
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Tabel 4.1 
Jumlah Wajib Pajak Yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara 
WP 2012 2013 2014 
Badan 10.100 10.858 11.528 
/OP 98.014 104.865 117.817 
Pemungut 999 1.059 1.071 
Total 109.113 116.782 120.416 
 Sumber: Data yang diolah 2015 
 Pada tabel 4.1 tersebut menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang 
terdaftar di KPP Makassar Utara yaitu wajib pajak badan tahun 2012  sebanyak 
10.100, tahun 2013 sebanyak 10.858 dan tahun 2014 sebanyak 11.528. diikuti 
oleh wajib pajak Orang Pribadi tahun 2012 sebanyak 98.014, meningkat tahun 
2013 sebanyak 104.865 dan tahun 2014 sebanyak 117.817. Sedangkan wajib 
pajak pemungut tahun 2012 sebanyak  999, tahun 2013 sebanyak 1.059, dan 
meningkat pada tahun 2014 sebanyak 1.071. jumlah wajib pajak tersebut adalah 
yang telah terdaftar menurut yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
atau yang telah terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Makassar Utara. 
Tabel 4.2 
Jumlah Wajib Pajak Yang Memenuhi Pelaporan SPT  
Tahun Jumlah 
2012 2.140 
2013 2.573 
2014 2.887 
  Sumber: Data yang di olah 2015 
Tabel 4.2 tersebut menunjukkan jumlah wajib pajak yang memenuhi 
pelaporan SPT pada tahun 2012 sebanyak 2.140, tahun 2013 sebnayak 2.573 
dan tahun 2014 sebanyak 2.887. Jumlah wajib pajak efektif yang memenuhi 
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kewajiban patuh lapor dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan 
atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagaimana mestinya. 
Tabel 4.3 
Perhitungan Wajib Pajak Bayar Sebelum ada Fasilitas PP No. 46/2013 
 
Bulan 
 (2012) (2013) 
Wajib 
Pajak 
Rupiah 
Wajib 
Pajak 
Rupiah 
Januari 403 116.702.133 418 207.965.481 
Februari 392 119.972.329 420 158.605.942 
Maret 412 133.800.440 418 152.588.086 
April 416 211.659.464 431 171.395.581 
Mei 445 194.909.987 466 188.106.872 
Juni 462 206.929.122 458 209.236.523 
Juli 435 161.769.162 467 226.985.035 
Agustus 442 175.437.252 428 217.261.218 
September 440 175.274.636 383 181.428.264 
Oktober 440 185.489.026 306 162.048.542 
November 443 173.729.998 279 138.087.496 
Desember 440 168.714.777 259 173.029.147 
Total 5.170 2.024.388.326 4.733 2.186.738.187 
 Sumber: Data yang diolah 2015 
 
Berdasarkan tabel 4.3 yang mengenai PPh 25 dimana total wajib pajak  
badan sebesar 5.170 dan jumlah pajak yang terbayar sebesar Rp. 2.024.388.326 
pada tahun 2012, serta pada tahun 2013 total wajib pajak badan sebesar 4.733 
dan jumlah pajak yang terbayar sebesar Rp. 2.186.738.187. 
 
 
 
 
 
 
48 
 
Tabel 4.4 
Perhitungan Wajib Pajak Bayar setelah ada fasilitas PP No. 46/2013 
 
Bulan 
(2013)  (2014) 
Wajib 
Pajak 
Rupiah 
Wajib 
Pajak 
Rupiah 
Januari 0  0  279 362.342.065 
Februari 0  0  318 356.826.147 
Maret 0  0  343 480.988.029 
April 0  0  387 558.886.896 
Mei 0  0  354 445.590.527 
Juni 0  0  346 555.857.798 
Juli 11 14.588.784 351 505.728.686 
Agustus 108 83.305.730 339 377.270.959 
September 178 168.264.722 363 529.758.967 
Oktober  247 328.710.869 358 503.069.442 
November 270 314.534.804 376 513.298.520 
Desember 298 497.231.548 370 698.137.099 
Total 1.112 1.406.636.457 4.184 5.887.755.135 
 Sumber : Data yang diolah 2015 
Pada tabel 4.4 mengenai PP 46/2013 dimana total wajib pajak 
badan sebesar 1.112 dan jumlah pajak yang terbayar sebesar Rp. 
1.406.636.457 pada tahun 2013, serta pada tahun 2014 total wajib pajak 
badan sebesar 4.733 dan jumlah pajak yang terbayar sebesar Rp. 
2.186.738.187. 
 
4.2.1  Kontribusi Penerimaan Pajak PP No. 46/2013 Terhadap Penerimaan 
Pajak Total 
 
Pada tabel 4.5 di bawah ini, ditampilkan jumlah penerimaan pajak 
kategori PP 46 untuk enam bulan di tahun 2013 dan enam bulan di tahun 2014. 
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Ditampilkan juga rincian penerimaan perbulan mulai bulan Juli 2013 hingga bulan 
Juni 2014. 
Tabel 4.5 
Penerimaan Pajak Kategori PP No. 46 untuk Tahun 2013 dan 2014 
TAHUN 
/MASA 
PENERIMAAN PAJAK 
PP 46 (dalam rupiah) 
TAHUN 
/MASA 
PENERIMAAN PAJAK 
PP 46 (dalam rupiah) 
2013 1.006.034.865 2014 1.748.933.441 
7 117.415.100 1 255.439.564 
8 135.252.407 2 273.110.115 
9 151.634.387 3 299.727.056 
10 180.221.882  4 298.128.644 
11 175.578.237  5 306.037.947 
12 245.932.852 6 316.490.115 
Sumber: Diolah Dari KPP Makassar Utara 
Dalam grafik 4.1 di bawah terlihat bahwa penerimaan pajak kategori PP 
No.46/2013 mulai bulan Juli 2013 hingga Juni 2014 mengalami peningkatan dari 
masa ke masa, hal tersebut ditujukan dengan tren positif yang terlihat di grafik 
4.1 dibawah ini. 
Grafik 4.1 
Penerimaan Pajak Kategori PP 46 untuk Tahun 2013 dan 2014 
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Untuk dapat menilai peningkatan/penurunan kepatuhan pajak dari 
indikator kontribusi penerimaan pajak, maka perlu disusun tabel yang 
menunjukkan besaran kontribusi penerimaan pajak kategori PP No. 46/2013 
terhadap penerimaan pajak total. Hal itu sesuai dengan yang tertera pada tabel 
4.6 dibawah ini. 
Tabel 4.6 
Kontribusi PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Total 
Tahun Juli-Desember 2013 Januari-Juni 2014 
Penerimaan pajak total Rp 135.398.500.000 Rp 141.911.500.000 
Penerimaan pajak 
kategori PP 46 
Rp 1.006.034.865 Rp 1.748.933.441 
Kontribusi PP 46 
Terhadap penerimaan 
total 
 
0,74% 
 
1,23% 
Sumber: Diolah dari KPP Makassar Utara 
Dari tabel diatas terlihat seberapa besar kontribusi penerimaan pajak 
kategori PP No. 46/2013 terhadap penerimaan pajak total. Untuk enam bulan 
terakhir di tahun 2013 (Juli-Desember 2013), kontribusi penerimaan pajak 
kategori PP No.46/2013 terhadap penerimaan pajak total adalah sebesar 0,74%. 
Dengan presentase kontribusi sebesar itu, maka kriteria kontribusi penerimaan 
pajak kategori PP No. 46/2013 terhadap penerimaan pajak total untuk enam 
bulan terakhir di tahun 2013 adalah “sangat kurang”. 
Untuk enam bulan pertama di tahun 2014 (Januari-Juni 2014), kontribusi 
penerimaan pajak kategori PP No. 46/2013 terhadap penerimaan pajak total 
adalah sebesar 1,23%. Dengan presentase kontribusi sebesar itu, maka criteria 
kontribusi penerimaan pajak kategori PP No. 46/2013 terhadap penerimaan 
pajak total untuk enam bulan pertama di tahun 2014 adalah “sangat kurang”. 
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4.2.2  Kontribusi Jumlah Wajib Pajak Efektif Kategori PP No. 46/2013 
Terhadap Wajib Pajak Efektif Total 
Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 Wajib 
pajak efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya 
berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa 
dan atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagaimana mestinya. Atas 
dasar tersebut, peneliti menyusun tabel jumlah wajib pajak yang membayar 
pajaknya untuk enam bulan terakhir tahun 2013 (Juli-Desember 2013) dan enam 
bulan pertama tahun 2014 (Januari-Juni 2014). Untuk pajak final kategori PP No. 
46/2013 ini, wajib pajak telah dinyatakan melaporkan SPT masanya ketika dia 
membayar kewajiban pajak masanya dan mendapat SSP yang telah tertera 
NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara). Hal ini tertera dalam Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013 Pasal 10 ayat 
3. 
Berdasarkan uraian di atas, peneliti menganalisa jumlah wajib pajak yang 
membayar pajak masa untuk menilai kepatuhan wajib pajak yang diidentifikasi 
dari jumlah wajib pajak efektif. Pada tabel 4.7 dan 4.8 terlihat berapa jumlah 
wajib pajak efektif untuk enam bulan di tahun 2013 dan enam bulan di tahun 
2014. Ditampilkan rincian jumlah wajib pajak yang membayar pajaknya tiap bulan 
mulai bulan Juli 2013 hingga Juni 2014. 
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Tabel 4.7 
Wajib Pajak Kategori PP No. 46 yang Membayar Pajak Tahun 2013 
WP efektif kategori PP 46 2013 751 
WP (kategori PP 46) yang membayar pajak untuk masa 
Juli 365 
Agustus 431 
September 486 
Oktober 584 
November 627 
Desember 725 
Sumber: Diolah dari KPP Makassar Utara 
Tabel 4.8 
Wajib Pajak Kategori PP No. 46 yang Membayar Pajak Tahun 2014 
WP efektif kategori PP 46 2013 1589 
WP (kategori PP 46) yang membayar pajak untuk masa 
Januari 1211 
Februari 1276 
Maret 1354 
April 1380 
Mei 1401 
Juni 1373 
Sumber : Diolah dari KPP Makassar Utara 
Dari tabel 4.7 dan tabel 4.8 di atas terlihat bahwa memang terdapat 
peningkatan jumlah wajib pajak efektif, tampak bahwa ada peningkatan setiap 
bulannya. Tercatat untuk jumlah wajib pajak efektif kategori PP No. 46/2013 di 
enam bulan terakhir tahun 2013 adalah 751 wajib pajak, kemudian meningkat 
menjadi 1589 di enam bulan pertama tahun 2014. 
Dalam grafik 4.2 di bawah ini terlihat bahwa jumlah wajib pajak efektif 
kategori PP No. 46/2013 mulai bulan Juli 2013 hingga Juni 2014 mengalami 
peningkatan, hal tersebut ditujukan dengan tren positif yang terlihat pada grafik. 
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Grafik 4.2 
Wajib Pajak Kategori PP No. 46 yang Membayar Pajak Tahun 2013 dan 2014 
     
Untuk dapat menilai peningkatan/penurunan kepatuhan pajak dari 
indikator jumlah wajib pajak efektif, maka perlu disusun tabel yang menunjukkan 
besaran kontribusi jumlah wajib pajak efektif kategori PP No. 46/2013 terhadap 
jumlah wajib pajak efektif total. Hal itu sesuai dengan yang tertera pada tabel 4.9 
dibawah ini. 
Tabel 4.9 
Kontribusi Jumlah Wajib Pajak Efektif Kategori PP No. 46 Terhadap Wajib 
Pajak Efektif Total 
Tahun Juli-Desember 
2013 
Januari-Juni 
2014 
WP efektif total 6244  7812 
WP efektif kategori PP 46 751 1589 
Kontribusi PP 46 terhadap WP efektif 
total 
12,03% 20,34% 
Sumber: Diolah dari data KPP Makassar Utara 
 
Dari tabel 4.9 di atas terlihat seberapa besar kontribusi jumlah wajib pajak 
efektif kategori PP No. 46/2013 terhadap jumlah wajib pajak efektif total. Untuk 
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enam bulan terakhir di tahun 2013 (Juli-Desember 2013), kontribusi jumlah wajib 
pajak efektif kategori PP No. 46/2013 terhadap wajib pajak efektif total adalah 
sebesar 12,03%. Dengan presentase kontribusi sebesar itu, maka kriteria 
kontribusi jumlah wajib pajak efektif kategori PP No. 46/2013 terhadap jumlah 
wajib pajak efektif total untuk enam bulan terakhir di tahun 2013 adalah “kurang”. 
Untuk enam bulan pertama di tahun 2014 (Januari-Juni 2014), kontribusi 
jumlah wajib pajak efektif kategori PP No. 46/2013 terhadap jumlah wajib pajak 
efektif total adalah sebesar 20,34%. Dengan presentase kontribusi sebesar itu, 
maka kriteria kontribusi jumlah wajib pajak efektif kategori PP No. 46/2013 
terhadap wajib pajak efektif total untuk enam bulan pertama di tahun 2014 
adalah “sedang”. 
 
4.2.3  Wajib Pajak Kategori PP No. 46/2013 yang Tepat Waktu dalam 
Membayar Kewajiban Perpajakannya 
Menyangkut waktu pelaksanaan kewajiban perpajakan (time compliance), 
ketepatan waktu pembayaran pajak kategori PP No. 46/2013 ditentukan dari 
batas waktu pembayaran, yaitu tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak 
yang terhutang. Jadi, apabila wajib pajak ingin melunasi kewajiban 
perpajakannya untuk masa bulan Januari 2014. Pajak yang terhutang harus 
dibayar paling lambat tanggal 15 bulan Februari 2014. Dibawah ini disusun tabel 
yang menerangkan jumlah wajib pajak yang tepat waktu dalam membayar 
kewajiban perpajakannya dan juga presentasenya terhadap jumlah wajib pajak 
efektif kategori PP No. 46/2013 untuk masa yang sama. 
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Tabel 4.10 
Wajib Pajak Kategori PP No. 46 yang Tepat Waktu dalam Membayar Pajak 
Tahun 2013 
2013 Efektif Tepat Bayar % Tepat Bayar 
Juli 365 6 1,64 % 
Agustus 431 47 10,90 % 
September 486 85 17,49 % 
Oktober 584 182 31,16 % 
November 627 188 29,98 % 
Desember 725 224 30,90 % 
Rata-Rata 20,35 % 
Sumber : Diolah dari aplikasi Portal DJP 
Tabel 4.11 
Wajib Pajak Kategori PP No. 46 yang Tepat Waktu Dalam Membayar Pajak 
Tahun 2014 
2014 Efektif Tepat Bayar % Tepat Bayar 
Januari 1211 300 24,77 % 
Februari 1276 442 34,64 % 
Maret 1354 624 46,09 % 
April 1380 596 43,19 % 
Mei 1401 618 44,11 % 
Juni 1373 678 49,38 % 
Rata-Rata 40,36% % 
Sumber : Diolah dari aplikasi Portal DJP 
 Dalam Grafik 4.3 di bawah terlihat bahwa jumlah wajib pajak yang tepat 
waktu dalam membayar pajak kategori PP No. 46/2013 mulai bulan Juli 2013 
hingga Juni 2014 mengalami peningkatan, hal tersebut ditujukan dengan tren 
positif yang terlihat digrafik. 
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Sumber: diolah dari data diperoleh 
 Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.10 dan tabel 4.11, terlihat 
seberapa besar presentase jumlah wajib pajak yang tepat waktu dalam 
membayar pajak kategori PP No. 46/2013 terhadap wajib pajak efektif kategori 
PP No. 46/2013. Untuk enam bulan terakhir di tahun 2013 (Juli-Desember 2013), 
rata-rata presentase jumlah wajib pajak yang tepat waktu dalam membayar pajak 
kategori PP No. 46/2013 terhadap wajib pajak efektif kategori PP No. 46/2013  
adalah sebesar 20,35%. Dengan presentase sebesar itu, maka kriteria jumlah 
wajib pajak yang tepat waktu dalam membayar pajak kategori PP. No 46/2013 
terhadap wajib pajak kategori PP No. 46/2013 untuk enam bulan terakhir di tahun 
2013 adalah “sedang”. 
 Untuk enam bulan pertama di tahun 2014 (Januari-Juni 2014), rata-rata 
presentase jumlah wajib pajak yang tepat waktu dalam membayar pajak kategori 
PP No. 46/2013 terhadap wajib pajak kategori PP No. 46/2013  adalah 40,36 %. 
Dengan presentase sebesar itu, maka kriteria jumlah wajib pajak yang tepat 
waktu dalam membayar pajak kategori PP No. 46/2013 terhadap wajib pajak 
efektif kategori PP No. 46/2013 untuk enam bulan di tahun 2014 adalah “baik”. 
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4.2.4  Wajib Pajak Ketgori PP No. 46 yang terlambat dalam membayar 
kewajiban perpajakannya 
Dibawah ini disusun tabel yang menerangkan jumlah wajib pajak yang 
terlambat dalam membayar kewajiban perpajakannya karena wajib pajak 
tersebut membayar kewajiban perpajakan setelah tanggal 15 bulan berikutnya, 
dan juga ditampilkan presentase terhadap jumlah wajib wajib pajak efektif 
kategori PP No. 46/2013 untuk masa yang sama. Semakin kecil prentase untuk 
wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajaknya maka semakin bagus 
karena hal itu menunjukkan bahwa wajib pajak semakin sadar akan kewajiban 
perpajakannya dan tertib mengenai batasan waktu yang mengikutinya. 
Tabel 4.12 
Wajib Pajak Kategori PP No. 46 yang Terlambat  dalam Membayar Pajak 
Tahun 2013 
2013 Efektif Terlambat Bayar % Tepat Bayar 
Juli 365 359 98,36 % 
Agustus 431 384 89,10 % 
September 486 401 82,51 % 
Oktober 584 402 68,84 % 
November 627 439 70,02 % 
Desember 725 501 69,10 % 
Rata-Rata 79,65 % 
Sumber: Diolah dari data KPP Makassar Utara 
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Tabel 4.13 
Wajib Pajak Kategori PP No. 46 yang Terlambat  dalam Membayar Pajak 
Tahun 2014 
2014 Efektif Terlambat Bayar % Tepat Bayar 
Januari 1211 911 75,23 % 
Februari 1276 834 65,36 % 
Maret 1354 730 53,91 % 
April 1380 784 56,89 % 
Mei 1401 783 55,89 % 
Juni 1373 695 50,62 % 
Rata-Rata 59,64 % 
Sumber: Diolah dari data KPP Makassar Utara 
Dalam grafik 4.4 dibawah terlihat bahwa jumlah wajib pajak yang 
terlambat dalam membayar pajak kategori PP No. 46/2013 mulai bulan Juli 2013 
hingga Juni 2014 mengalami penurunan, hal tersebut ditujukan dengan tren 
negatif yang terlihat pada grafik. 
Grafik 4.4 
Wajib Pajak Kategori PP No. 46 yang Terlambat dalam Membayar 
Pajak Tahun 2013 dan 2014 
 
Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.12 dan tabel 4.13, terlihat 
seberapa besar presentase jumlah wajib pajak yang terlambat dalam membayar 
pajak kategori PP No. 46/2013 terhadap wajib pajak efektif kategori PP No. 
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46/2013. Untuk enam bulan terakhir di tahun 2013 (Juli-Desember 2013), rata-
rata presentase jumlah wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak 
kategori PP No. 46/2013 terhadap wajib pajak efektif kategori PP No. 46/2013 
adalah sebesar 79,65%. Dengan prosentase sebesar itu, maka kriteria jumlah 
wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak kategori PP No. 46/2013 
terhadap wajib pajak efektif kategori PP No. 46/2013 untuk enam bulan terakhir 
di tahun 2013 adalah “sangat baik”. 
Untuk enam bulan pertama di tahun 2014 (Januari-Juni 2014), rata-rata 
prosentase jumlah wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak kategori 
PP No. 46/2013 terhadap wajib pajak efektif kategori PP No. 46/2013 adalah 
sebesar 59,64%. Dengan presentase sebesar itu, maka kriteria jumlah wajib 
pajak yang terlambat dalam membayar pajak kategori PP No. 46/2013 terhadap 
wajib pajak efektif kategori PP No. 46/2013 untuk enam bulan pertama di tahun 
2014 adalah “sangat baik”.  
 
4.3  Pembahasan 
Terdapat perbedaan antara jumlah total Wajib Pajak sebelum adanya PP 
46/2013 lebih banyak dibandingkan setelah diberlakukannya sekarang PP 
46/2013 hal ini disebabkan karena setelah di berlakukannya PP 46/2013 banyak 
Wajib Pajak yang belum mengetahuinya. Sehingga wajib pajak yang 
melaksanakan sedikit. 
Jumlah penerimaan pajak yang di bayar oleh wajib pajak sebelum adanya 
PP 46/2013 lebih sedikit dibandingkan setelah diberlakukannya PP 46/2013. Hal 
ini disebabkan karena sebelum diberlakukannya fasilitas PP 46/2013 banyak 
wajib pajak yang menunggak pajaknya. Sedangkan setelah adanya PP 46/2013 
jumlah penerimaan pajaknya lebih tinggi karena pajak yang diberikan sebesar 
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1%. Sehingga wajib pajak termotivasi untuk membayar pajaknya karena 
kemudahan yang diberikan pemerintah. 
Dari hasil data penelitian dengan cara pengumpulan data melalui 
wawancara salah satu pegawai dari kantor KPP Makassar Utara mengatakan 
bahwa pada intinya tidak ada perubahan yang signifikan tentang pengenaan PP 
46/2013 hampir sama saja dengan sebelumnya cuma memang lebih pada 
kemudahannya saja. Tapi dari sisi penerimaan pajaknya tidak ada pengaruh 
yang sangat berarti. Tidak ada perkembangan sangat menonjol dengan adanya 
fasilitas ini. Jadi kalau dilihat dari sisi jumlah wajib pajak mungkin hampir 80% - 
90% itu menggunakan fasilitas PP 46/2013. Sisanya 20% - 10% menggunakan 
pasal 25. Dan sisa yang 20 % itu omsetnya di atas 4,8 M.  
Adapun responden dari salah satu pemilik usaha UMKM berpendapat 
bahwa PP 46/2013 memberikan manfaat kemudahan dalam perhitungannya 
kesederhanaan dalam pemungutan pajak, mengingat tarif tunggal sebesar 1% 
dari peredaran bruto. Berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak, 
karena hanya membutuhkan untuk mencatat peredaran bruto saja. Bagi 
Direktorat Jenderal Pajak juga akan memudahkan dalam melakukan administrasi 
dan pengawasan. Memudahkan juga dalam penyetoran pajak, apalagi telah 
diterbitkannya Peraturatan Dirjen Pajak Nomor PER – 37/PJ/2013 tentang Tata 
Cara penyetoran PPh atas melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).  
Kelemahan dari PP No.46 tahun 2013 kalau ditelaah lebih dalam ada 
beberapa hal yang sebenarnya berpotensi menyulitkan wajib pajak diiantaranya : 
1. Tumpang tindih Peraturan 
Terkait dengan UMKM, sebelumnya sudah ada ketentuan perpajakan 
yang mengatur tarif khusus PPh untuk UMKM tetapi hanya berlaku untuk yang 
berbentuk badan usaha. Dalam Undang-undang No.36 Tahun 2008 (UU PPh) 
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pasal 31 E dinyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan 
peredaran bruto sampai dengan Rp.50 milyar mendapat fasilitas berupa 
pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana diatur dalam pasal 
17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian 
peredaran bruto sampai dengan Rp.4,8 milyar. Dengan tarif PPh Badan yang 
berlaku saat ini yaitu 25%, maka bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang 
memenuhi syarat, tarif efektifnya menjadi 12,5% atas penghasilan sampai 
dengan Rp.4,8 milyar. Pengenaan PPh dalam hal ini dilakukan terhadap 
penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba-rugi akuntansi 
(pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal karena berdasarkan pasal 28 ayat 
(1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), 
2. PPh Final tidak Adil 
Ditinjau dari konsep keadilan dalam pemajakan (equity principle), 
pengenaan PPh Final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan 
kemampuan membayar (ability to pay). Pemajakan yang adil adalah bahwa 
semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. 
Ini disebut dengan keadilan vertikal atau vertical equity (Musgrave & Musgrave, 
1976). Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan neto, yaitu setelah 
dikurangi dengan biaya-biaya pengurang penghasilan bruto yang diperkenankan 
menurut ketentuan perpajakan yang berlaku (Mansury R, 1996). Berhubung PPh 
Final dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemajakan tersebut tidak 
sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. Betapa tidak, besar kecilnya 
penghasilan neto seseorang atau badan usaha tidak akan mempengaruhi 
besarnya pajak yang akan dibayar karena pajak dihitung dengan mengalikan tarif 
langsung terhadap peredaran bruto. Bahkan dalam keadaan rugi pun, dengan 
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pengenaan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar 
pajak. 
3. Sederhana Tetapi Mundur Dari Sistem Self-Assessment 
Penerapan PPh Final 1% terhadap UMKM yang mempunyai peredaran 
bruto tidak lebih dari Rp.4,8 milyar setahun adalah tepat jika hanya dilihat  dari 
sisi  kemudahan dalam penghitungan pajak bagi kelompok perorangan dan 
badan usaha yang selama ini kesulitan menyelenggarakan pembukuan. Namun 
bagi UMKM  perorangan atau badan usaha yang selama ini telah 
menyelenggarakan pembukuan dengan tertib dan menghitung PPh dari 
penghasilan kena pajak yang senyatanya dari hasil pembukuan setelah 
dilakukan koreksi fiskal, ketentuan ini menjadi suatu kemunduran bagi mereka. 
Betapa tidak,  untuk kelompok ini, konsep self–assessment yang memberi 
kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 
menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya jelas menjadi tidak 
bermakna. Kebijakan pengenaan PPh Final terhadap UMKM mundur dan tidak 
selaras dengan tujuan utama dari sistim self–assesment yaitu kepatuhan 
membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance). 
4.  Ada yang diuntungkan dan ada juga yang dirugikan 
Dengan mengenakan PPh Final berdasarkan tarif 1%, UMKM yang 
berbentuk badan usaha tidak diuntungkan dan tidak dirugikan apabila persentase 
Penghasilan Kena Pajak terhadap peredaran bruto dapat mencapai 8%. Hal 
tersebut dapat dirumuskan dengan:  1% x peredaran bruto sebulan = 12,5% x 
8% x peredaran bruto sebulan. Tarif 12,5% adalah merupakan tarif pasal 31 E 
dari UU PPh. Apabila UMKM dalam bentuk badan usaha mampu meraih 
persentase penghasilan kena pajak di atas 8%, maka UMKM dalam bentuk 
badan usaha akan diuntungkan karena membayar PPh lebih kecil dari ketentuan 
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sebelumnya. Demikian sebaliknya akan membayar PPh lebih besar apabila 
persentase penghasilan kena pajak kurang dari 8% terhadap peredaran bruto, 
bahkan akan tetap membayar PPh Final meskipun dalam keadaan merugi. 
Persentase minimum atas penghasilan kena pajak yang harus dicapai oleh 
UMKM perorangan akan  lebih besar dari 8% agar tidak dirugikan dengan 
berlakunya pengenaan PPh Final 1% dari peredaran bruto, sebab dengan 
berlakunya PP 46 Tahun 2013 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak lagi 
menjadi faktor pengurang dalam menghitung kewajiban PPh UMKM orang 
pribadi. 
5. Adanya mekanisme Surat Keterangan Bebas (SKB) 
Karena dikenakan PPh Final, maka akan berimbas kepada mekanisme 
Pemotongan/Pemungutan Pajak terhadap WP yang dikenakan PPh berdasarkan 
PP ini. Kalau dilakukan Pemotongan/Pemungutan oleh pihak lain, PPh ini tentu 
tidak dapat dikrefitkan oleh WP bersangkutan. Oleh karena itu, telah dikeluarkan 
Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER–32/PJ/2013 tentang Tata Cara Pembebasan 
dari Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh bagi WP yang dikenai PPh 
Berdasarkan PP 46 Tahun 2013. Dalam peraturan ini WP harus mengajukan 
permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak 
Penghasilan yang tidak bersifat final kepada Direktur Jenderal Pajak. 
Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang 
dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan oleh Direktur 
Jenderal Pajak melalui Surat Keterangan Bebas (SKB). 
Permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak 
Penghasilan sebagaimana dimaksud diatas diajukan secara tertulis kepada 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban 
Surat Pemberitahuan Tahunan dengan syarat: 
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a. Telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 
pajak sebelum tahun pajak diajukan permohonan, untuk wajib pajak yang 
telah terdaftar pada tahun pajak sebelum tahun pajak diajukannya surat 
keterangan bebas. 
b. Menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani wajib pajak atau kuasa 
wajib pajak yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima 
atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai pajak penghasilan 
bersifat final disertai lampiran jumlah peredaran bruto setiap bulan sampai 
dengan bulan sebelum diajukannya surat keterangan bebas, untuk 
wajib pajak yang terdaftar pada tahun pajak yang sama dengan tahun pajak 
saat diajukannya surat keterangan bebas. 
c. Menyerahkan dokumen-dokumen pendukung transaksi seperti surat perintah 
kerja, surat keterangan pemenang lelang dari instansi pemerintah, atau 
dokumen pendukung sejenis lainnya. 
d. Ditandatangani oleh wajib pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani 
oleh bukan wajib pajak harus dilampiri dengan surat kuasa khusus 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP. 
Pemotong dan/atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan 
dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan untuk setiap transaksi yang merupakan 
objek pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat 
final apabila telah menerima fotokopi Surat Keterangan Bebas yang telah 
dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan 
kewajiban Surat Pemberitahuan Tahunan. Permohonan legalisasi fotokopi Surat 
Keterangan Bebas diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan 
Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban Surat Pemberitahuan 
Tahunan dengan syarat: 
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1. Menunjukkan Surat Keterangan Bebas. 
2. Menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan yang bersifat final 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak 
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh 
Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu untuk setiap transaksi 
yang akan dilakukan dengan pemotong dan/atau pemungut berupa Surat 
Setoran Pajak lembar ke-3 yang telah mendapat validasi dengan Nomor 
Transaksi Penerimaan Negara, kecuali untuk transaksi yang dikenai 
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas : impor, pembelian bahan 
bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, pembelian hasil produksi 
industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif dan industri 
farmasi, pembelian kendaraan bermotor di dalam negeri. 
3. Mengisi identitas Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut Pajak 
Penghasilan dan nilai transaksi pada kolom yang tercantum dalam Surat 
Keterangan Bebas. 
4. Ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan 
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa 
khusus sebagaimana dimaksud Pasal 32 Undang-undang KUP. 
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 BAB V 
PENUTUP 
 
5.1  Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa: 
1. Tidak terdapat kepatuhan wajib pajak yang diidentifikasi dari 
perubahan kriteria konstribusi penerimaan pajak ketegori PP No. 
46/2013 terhadap penerimaan pajak total di wilayah kerja KPP 
Pratama Makasaar Utara untuk bulan Juli 2013 – Juni 2014. 
2. Terdapat peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak yang 
diidentifikasi dari perubahan kriteria konstribusi jumlah wajib pajak 
efektif kategori PP No. 46/2013 terhadap jumlah wajib pajak efektif 
total wilayah kerja KPP Pratama Makassar Utara untuk bulan Juli 
2013 – Juni 2014.  
3. Terdapat peningkatan kepatuhan wajib pajak yang diidentifikasi dari 
perubahan kriteria rata-rata presentase jumlah wajib pajak yang tepat 
waktu dalam membayar pajak terhutang kategori PP No. 46/2013 di 
wilayah kerja KPP Pratama Makassar Utara untuk bulan Juli 2013 – 
Juni 2014. 
4. Tidak terdapat perubahan kepatuhan wajib pajak yang diidentifikasi 
dari perubahan kriteria rata-rata presentase jumlah wajib pajak yang 
terlambat dalam membayar pajak terhutang kategori PP No. 46/2013 
di wilayah kerja KPP Pratama Makassar Utara untuk bulan Juli 2013 
– Juni 2014 
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Hal ini berarti bahwa upaya Dirjen Pajak dalam menggagas peraturan 
pajak khusus untuk Waib Pajak dengan peredaran bruto dibawah 4,8M berhasil 
cukup baik walaupun belum maksimal diwilayah kerja KPP Pratama Makassar.  
 
5.2  Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian 
ini adalah sebagai berikut. 
1. Bagi Dirjen Pajak dan secara khusus KPP Pratama Makassar Utara 
a. Sosialisai kepada Waib Pajak Perlu dilakukan dengan lebih giat 
untuk menjaring Wajib pajak baru 
b. Perlunya dibuat upaya monitoring dan evaluasi di akhir periode 
supaya tujuan pengenaan pajak terhadap Waib Pajak dengan 
omzet < 4,8 M dapat berjalan dengan baik tanpa adanya rasa 
ketidakadilan sehingga Wajib Pajak merasa nyaman dan taat 
dalam membayar pajak. 
2. Sebaiknya pemerintah melakukan tindakan pengenalan PP 46/2013 
terlebih dahulu kepada semua wajib pajak. Pengenalan mengenai PP 
46/2013 melalui seminar ataupun penjelasan singkat di kantor pajak 
sangat dibutuhkan wajib pajak orang pribadi dan badan untuk 
memahami isi peraturan ini. Pengenalan dan penjelasan melalui 
beberapa media masa pun dapat dilakukan sehingga masyarakat 
dapat memahami dengan baik dan benar peraturan ini. Adanya 
penjelasan lengkap tentang PP 46/2013 akan membuat beberapa  
masyarakat yang keberatan akan peraturan ini lebih memahami 
kemudahan-kemudahan yang ditawarkan pemerintah melalui 
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peraturan ini, sehingga kontra yang terjadi terhadap PP 46/2013 
dapat diminimalisir. 
3. Pengenalan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 kepada wajib 
pajak terutama Badan UMKM yang dilakukan melalui iklan di televisi, 
spanduk di jalan-jalan, dan seminar sudah cukup baik. Namun tidak 
semua wajib pajak menerima informasi yang cukup tentang peraturan 
ini. Sebaiknya pemerintah melakukan penyuluhan tidak hanya kepada 
beberapa wajib pajak badan saja, namun pada wajib pajak orang 
pribadi juga. 
4. Perlu sosialisasi dan proses edukasi yang lebih gencar supaya baik 
secara nominal pemasukan pajak dan pajak yang mengalami 
keterlabatan waktu pembayaran dapat diupayakan untuk semakin 
menurun. 
 
5.3  Keterlambatan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu yang singkat yaitu 1,5 tahun 
sejak PP No. 46/2013 diberlakukan. Selain itu terdapat data yang tidak diperoleh 
secara utuh, yaitu data penerimaan pada bulan Desember 2014 dikarenakan 
belum semua data masuk kedalam database KPP Pratama Makassar Utara 
sehingga penelitian menggunakan cut- off 1 tahun sejak PP No. 46/2013 
diberlakukan. 
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Nama-Nama Kepala Bagian KPP Makassar Utara 
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No Nama NIP IP Jabatan 
1 Syamsinar 197004141995032001 060087190 Kepala kantor 
2 Arif Budiman 197301091992121001 060081907 Kepala seksi 
3 Zaenal Haq 195901081982101001 060065967 Kepala seksi 
4 Rasidi 195912311983031011 120133833 Kepala seksi 
5 Abdul Samad 196208161985031003 060071878 Kepala seksi 
6 Surdiyono 1964061419830311001 060067070 Kepala seksi 
7 Henry Irawan 197304071999031006 060096898 Kepala seksi 
8 Agus Widodo 197108191992011002 060080527 Kepala seksi 
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LAMPIRAN 3 
Hasil Wawancara 
Nama   : Andrianto Kurniawan 
Jabatan/Posisi  : Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan 
Hari/ Tanggal  : Rabu / 13 April 2016 
Waktu   : 09.00 WITA 
Tempat  : Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara 
Pertanyaan: 
1. Bagaimana sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ? 
Jawaban: 
Sosialisasi tentang PP 46 tahun 2013 sudah banyak dilakukan di tahun 2013 dan 2014, 
terutama di WP yang nantinya terkena akan aturan ttg PP 46 yaitu penghasilan dibawah 
4,8 M 
2. Apa manfaat yang diberikan kepada Wajib Pajak dari fasilitas ini ? 
Jawaban : 
Sebagian besar WP yang mempunyai penghasilan di bawah 4,8 M sudah menggunakan 
aturan ini 
3. Apakah fasilitas ini sudah dimanfaatkan oleh seluruh Wajib Pajak Badan? 
Jawaban : 
Manfaatnya bagi WP, adalah mudah dan cepat, mudah yaitu dengan penghitungan yang 
hanya memakai perhitungan 1 % dari omset maka akan memudahkan bagi WP untuk 
menghitung pajaknya, dan cepat, pembayaran dapat dilakukan di ATM  
4. Apakah ada kendala yang dihadapi Wajib Pajak Badan dalam Peraturan Pemerintah 
No.46 Tahun 2013 ? 
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Jawaban: 
Tidak ada kendala yang berarti 
5. Sebelum fasilitas ini berlaku (sebelum bulan Januari Tahun 2012 – Januari s/d Juli 2013), 
bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan Pajaknya? 
Jawaban: 
Untuk WP badan sebelum berlakunya aturan ini tingkat kepatuhannya semakin membaik. 
 
Hasil Wawancara 
Nama   : Mario Bernandus Tonapa 
Jabatan/Posisi  : Account Representative ( Waskon II) 
Hari/ Tanggal  : Selasa/12 April 2016 
Waktu   : 14.00 Wita 
Tempat  : KPP Pratama Makassar Utara 
Pertanyaan: 
1. Bagaimana pengaruh fasilitas ini terhadap penerimaan pajak badan di KPP Pratama 
Makassar Utara? 
Jawaban : 
Pada intinya tidak ada perubahan yang signifikan tentang pengenaan PP 46/2013 hampir 
sama saja dengan sebelumnya hanya memang lebih pada kemudahannya saja. Namun 
dari sisi penerimaan pajaknya tidak ada pengaruh yang sangat berarti. Tidak ada 
perkembangan sangat menonjol dengan adanya fasilitas ini. 
Lalu bagaimana perlakuan PPh Psl 25 yang < 4,8 M menggunakan tarif 31 E KUP 12.5 
% pertahun. 
Jawaban: 
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Itu jika omsetnya di atas 4,8 M kena tarif normal, karena dari sisi jumlah wajib pajak 
mungkin hampir 80 % - 90 % menggunakan fasilitas PP 46/2013. Sisanya 20% - 10% 
menggunakan pasal 25. Karena yang 20 % itu omsetnya di atas Rp. 4,8 M.  
2.    Menurut Bapak, faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP 
ini apa saja? 
Jawaban: 
Faktor-faktor yang mempengaruhi yang paling berpengaruh yaitu “Sumber Daya 
Manusia “ Jadi WP Badan banyak yang tidak mengetahui menyajikan laporan keuangan, 
Pembukuannya tidak teratur. Jadi susah untuk menghitung pajaknya dengan baik, maka 
dari itu saya mengatakan dengan adanya PP 46/2013 banyak yang menggunakannya atau 
banyak yang paham karena demi kemudahannya itu. 
Jika dilihat dari filosofinya PP 46/2013 karena kemudahannya, namun WP Badan harus 
membuat laporan keuangan lalu menyajikannya, tetapi WP Badan masih banyak yang 
kewalahan dengan penyajian laporan keuangan. Itu mungkin faktor yang pertama. 
Implikasinya atau tantangan bagi kami yaitu meningkatkan edukasinya. Ini tantangan 
kalau dari sisi kami yaitu  keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga. Kami 
mengedukasikan Wajib Pajak agak susah.“ Jadi siapa pun Wajib Pajak yang 
membutuhkan informasi Wajib Pajak harus punya inisiatif sendiri datang bertanya 
ataukah membaca buku. Kami siap membantu tetapi itu tadi kurangnya waktu dan tenaga.  
Itu tantangan terberatnya kami kalau tingkat kepatuhan karena mereka berpikir “aduh 
repot ini” jadi mindsetnya sudah repot akibatnya melaporkannya malas makanya tingkat 
kepatuhannya juga turunkan.  
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Karena kepatuhan itu ada dua : Patuh Bayar dan Patuh Lapor. Jika patuh bayar mungkin 
mereka akan bayar karena gampang hitungnya. Tapi patuh lapornya ini , kalau patuh 
lapor kan kena sanksi juga pasal 7 UU KUP kena denda Rp.500.000 PPN/ bulan atau 
Rp.100.000/ bulan untuk SPT Masa lainnya. Terus banyak faktor-faktor lain lagi tapi 
paling utama yang itu. 
Kalau diukur dari tingkat penerimaannya KPP itu sendiri  
Jawaban:  
Kalau kami di sini , tahun ini hampir mencapai 99 %, 98% sekian. 
Karena ini peraturan ? 
Jawaban: 
Tidak juga, kalau berbicara apakah tercapainya target itu dengan adanya fasilitas, saya 
pikir bukan juga yah karena tidak berpengaruh langsung. Karena yang paling banyak 
menyumbang itu PPN bukan pajak penghasilan . PPN kan pajak atas konsumsi bukan 
atas penghasilan seseorang atau badan hukum. Lebih-lebih lagi ada putusan Mahkamah 
Agung yang mengabulkan gugatan dari Kadin tentang PPN atas barang pertanian. Itu 
yang mengakibatkan kami agak naik. Kalau dari PPh nya tidak , biasa saja tidak ada 
perundingan yang meningkat. 
Jadi kalau menurut badan UMKM-nya , tidak terlalu banyak ? 
Jawaban: 
Tidak ada pengaruhngnya, tidak begitu berpengaruh. 
Berarti yang berpengaruh penuh itu pada PPN-nya ? 
Jawaban: 
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Iya kalau PPN-nya pada konsumsi , karena, itu tadi karena UMKM-nya tidak atau kurang 
berpengaruh.     
2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh KPP dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak 
Badan? 
Jawaban :  
Upaya ini mungkin , kalau kami dibagi dua. Yang paling umum law enferenceman, 
tenaga kerja hukumnya dengan edukasinya. Kalau law enferencemen-nya itu melalui 
pemeriksaan, melalui verifikasi, melalui penerbitan, surat tagihan pajak, menagih sanksi 
administrasi. Kalau dari sisi edukasinya, kami membuka kelas-kelas pajak, terus kami ada 
sosialisasi, kami juga ada tax goes to campus, tax goes to school, terus kami adakan 
sosialisasi di radio, sosialisasi di televisi. Itu yang kami lakukan untuk meningkatkan 
kepatuhan Wajib Pajak Badan dan orang pribadi. 
 
 
Hasil Wawancara 
Nama   : Muh. Arief Rahman 
Jabatan/Posisi  : Karyawan Konsultan Pajak IKPI 
Hari/ Tanggal  : Selasa/ 12 April 2016 
Waktu   : 13.30 Wita 
Tempat  : Kantor IKPI 
Pertanyaan  : 
1. Upaya yang  seperti apa yang perlu dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan 
Kepatuhan Wajib Pajak ? 
Jawaban: 
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Mengadakan sosialisasi mengenai perpajakan setiap ada perubahan harus dismpaikan 
kepada Wajib Pajak terutama badan usaha. 
2. Sebagai Konsultan yang menangani banyak Wajib Pajak juga sebenarnya bentuk 
sosialiasi seperti apa yang diinginkan oleh Wajib Pajak? 
Jawaban: 
Menjelaskan kepada Wajib Pajak tentang tata cara pelaporan yang baik SPT Masa 
maupun SPT Tahunan. Karena pajak yang dianut sekarang menggunakan metode self 
assesment  maka dari itu sosialisasi yang baik seperti point  di atas dan cara perhitungan 
pajak itu sendiri agar wajib pajak lebih mudah melaporkan pajaknya sendiri. 
 
 
Hasil Wawancara 
Nama   : Dian Sukmawati 
Jabatan/Posisi  : Pemilik Badan Usaha 
Hari/ Tanggal  : Sabtu/  9 April 2016 
Waktu   : 09.00 Wita 
Tempat  : Toko Sapta Putra 
Pertanyaan: 
1. Sejak kapan Bapak/ Ibu mengetahui tentang  Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013    
1 % dari omset? 
Jawaban: 
Sejak tahun yang lalu, saat diundang sosialisasi di kantor pajak  
2. Apakah manfaat yang bapak/Ibu memperoleh dari  PP No. 46 ? 
Jawaban: 
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Manfaat yang diperoleh PP 46/2013 yaitu  
 Kesederhanaan dalam pemungutan pajak, mengingat tarif tunggal sebesar 1% dari 
peredaran bruto. 
 Berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak, karena hanya 
membutuhkan untuk mencatat peredaran bruto saja. Bagi Direktorat Jenderal 
Pajak juga akan memudahkan dalam melakukan administrasi dan pengawasan. 
 Memudahkan juga dalam penyetoran pajak, apalagi telah diterbitkannya 
Peraturatan Dirjen Pajak Nomor PER – 37/PJ/2013 tentang Tata Cara penyetoran 
PPh amelalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) 
3. Menurut Bapak/ Ibu yang mana banyak memberikan manfaat  sebelum dan setelah 
adanya peraturan ini ? 
Jawaban: 
Pastinya adanya PP 46/2013 banyak memberikan manfaat tetapi ada juga hal kurang 
setuju di mana peraturan ini tidak bisa mengurangi biaya-biaya pada saat perhitungannya. 
Karena fasilitas yang diberikan 1 % x peredaran bruto artinya masih penghasilan 
kotornya. 
4. Apakah PP No.46 ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak?  
Jawaban : Menurut saya, bisa meningkatkan tingkat kepatuhan karena mempermudah 
alur perhitungan dan pembayarannya. 
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LAMPIRAN 4 
KPP Makassar Utara Tahun Pajak 2012 
JANUARI FEBRUARI 
OP BARU OP LAMA BADAN OP BARU OP LAMA BADAN 
WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH 
5 1.050.000 0 0 403 116.702.133 0 0 8 1.026.000 392 119.972.329 
MARET APRIL 
OP BARU OP LAMA BADAN OP BARU OP LAMA BADAN 
WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH 
0 0 10 2.886.000 412 133.800.440 0 0 11 3.000.500 416 211.659.464 
MEI JUNI 
OP BARU OP LAMA BADAN OP BARU OP LAMA BADAN 
WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH 
0 0 9 85.900 445 194.909.987 0 0 22 5.780.600 462 206.929.122 
JULI AGUSTUS 
OP BARU OP LAMA BADAN OP BARU OP LAMA BADAN 
WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH 
0 0 56 15.987.00 435 161.769.162 10 375.000 600 255.000.000 442 175.437.525 
SEPTEMBER OKTOBER 
OP BARU OP LAMA BADAN OP BARU OP LAMA BADAN 
WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH 
5 298.000 1.151 324.885.286 440 175.274.636 20 1.210.050 1.543 401.858.163 440 185.489.026 
NOVEMBER DESEMBER 
OP BARU OP LAMA BADAN OP BARU OP LAMA BADAN 
WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH 
10 755.600 1.556 328.473.180 443 173.729.998 30 17.889.000 1.570 342.172.672 440 168.714.777 
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JANUARI FEBRUARI 
OP BARU OP LAMA BADAN OP BARU OP LAMA BADAN 
WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH 
0 0 0 0 418 207.965.481 0 0 0 0 420 158.605.942 
MARET APRIL 
OP BARU OP LAMA BADAN OP BARU OP LAMA BADAN 
WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH 
0 0 0 0 418 152.588.086 0 0 0 0 431 171.395581 
MEI JUNI 
OP BARU OP LAMA BADAN OP BARU OP LAMA BADAN 
WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH 
0 0 0 0 466 188.105.872 0 0 0 0 458 209.236.523 
JULI AGUSTUS 
OP BARU OP LAMA BADAN OP BARU OP LAMA BADAN 
WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH 
0 0 0 0 467 226.985.035 10 375.000 0 0 428 217.261218 
SEPTEMBER OKTOBER 
OP BARU OP LAMA BADAN OP BARU OP LAMA BADAN 
WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH 
0 0 0 0 383 181.428.264 0 0 0 0 306 162.048.542 
NOVEMBER DESEMBER 
OP BARU OP LAMA BADAN OP BARU OP LAMA BADAN 
WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH 
0 0 0 0 279 138.087.496 0 0 0 0 259 173.029.147 
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KPP Makassar Utara Tahun Pajak 2013 
Ket: OP baru adalah WP yang terdaftar mulai 01 Juli 2013 
JANUARI FEBRUARI 
OP BARU OP LAMA BADAN OP BARU OP LAMA BADAN 
WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH 
0 0 9 2.772.365 0 0 0 0 10 2.026.600 0 0 
MARET APRIL 
OP BARU OP LAMA BADAN OP BARU OP LAMA BADAN 
WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH 
0 0 7 868.375 1 147.330 0 0 7 1.308.500 1 124.655 
MEI JUNI 
OP BARU OP LAMA BADAN OP BARU OP LAMA BADAN 
WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH 
0 0 7 741.000 2 481.025 0 0 18 4.439.481 3 783.305 
JULI AGUSTUS 
OP BARU OP LAMA BADAN OP BARU OP LAMA BADAN 
WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH 
0 0 69 13.126.676 11 14.588.784 2 275.000 845 254.090.221 108 83.305.730 
SEPTEMBER OKTOBER 
OP BARU OP LAMA BADAN OP BARU OP LAMA BADAN 
WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH 
7 198.000 1.151 324.885.286 178 168.264.722 16 797.000 1.543 401.858.163 247 328.710.869 
NOVEMBER DESEMBER 
OP BARU OP LAMA BADAN OP BARU OP LAMA BADAN 
WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH 
17 955.720 1.648 425.473.180 270 314.534.804 35 1.818.535 1.673 482.172.672 298 497.231.548 
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KPP Makassar Utara Tahun Pajak 2014 
 
 
 
JANUARI FEBRUARI 
OP BARU OP LAMA BADAN OP BARU OP LAMA BADAN 
WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH 
1 15.000 1.738 471.760.054 279 362.342.0065 7 1.590.500 1.883 581.784.343 318 356.826.147 
MARET APRIL 
OP BARU OP LAMA BADAN OP BARU OP LAMA BADAN 
WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH 
14 3.039.045 2.219 931.135.759 343 480.988.029 16 4.229.418 2.131 670.438.886 387 558.886.896 
MEI JUNI 
OP BARU OP LAMA BADAN OP BARU OP LAMA BADAN 
WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH 
30 17.198.901 2.085 593.018.129 354 445.590.527 31 11.214.853 2.081 613.175.645 346 555.857.798 
JULI AGUSTUS 
OP BARU OP LAMA BADAN OP BARU OP LAMA BADAN 
WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH 
27 10.216.275 2.050 627.997.077 351 505.728.686 28 16..222.996 2.081 641.880.897 339 377.270.959 
SEPTEMBER OKTOBER 
OP BARU OP LAMA BADAN OP BARU OP LAMA BADAN 
WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH 
26 21.883.577 2.073 687.872.081 363 529.758.967 26 12.620.991 2.095 638.768.123 358 503.069.442 
NOVEMBER DESEMBER 
OP BARU OP LAMA BADAN OP BARU OP LAMA BADAN 
WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH WP RUPIAH 
30 20.437.093 2.082 693.595.736 376 513.298.520 24 16.012.688 2.110 721.793.081 370 698.137.099 
